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BABIV 

BASIL DAR~ PL'\mAIIASAll~ 

A. Drskripsi Objek PeaelitiaB 

1. Ga..baru. u ... 

Kecamatan Lubuldinggau T~mm I adaJah salah satu \\'ila:y-ah ketja camat 

sebagai perangkat daerah Kota Lubuldinggau yang bededudukan di wilayah kerja 

Kota Lubuklinggau. Luas wilayah Kecamatan Lubuklinggau TIIDm I 1390A1 Ha 

dengan batas l\'ilayah sebagai berikut; 

- Utara : Kecamatan Lubuklinggau Uitarn II 

- Selatan : K.ecamatan Lubuklinggau Selatan I 

- Tunm : Kecamatan Lubuldinggau Selatan II 

- 8arat : K.ecamatan Lubuklinggau Timor II 

Selain itu Kecamatan Lubuklinggau Tunm I juga terdiri dari 8 kelurahan 

yaitu; 

L Kel. Tabajemekeb : 92{),28 Ha 

2. Ket Taba KQji : 9~81 Ha 

3. Kel. Majapabit :59Ha 

4. Kel. Air Kuti : l~\50Ha 

5. Kel. Watenang :74,.25 Ha 

6. Kel. Batu Urip Taba :54Ha 

1. Kel. Nikanjaya :3437Ha 

8. Kel Taba Lestari :29,20 Ha 
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Pusat Pemerinlaban Kecamatan terletak di Kelurahan AG- Kuti sekitar 6 

Km dari pusat Pemeriniah311 Kota Lubuldinggau. Kocruuatan Lubuklinggau Timw I 

merupakan daerah dataran rendah dan memiliki iklim tropis. 

Jumlah Penduduk Kecamatan Lubuklinggau T unur I berdasarbn laporan 

terakhir pada tahun 2014 beljumlah 28.995 Jiwa yang terdiri dari 7.279 Kepala 

Kelu~ ( KK ) .. 14320 Orang laki-laki dan 14.675 Orang perempuan yang 

tersebar di 8 kelurahan. 

Kecamatan Lubuklinggau T unur I merupakan kecamatan yang luas dengan 

penduduk yang heterogen dan beraneka ra.:,oam. Wilayah Kecamatan Lubuklinggau 

Timur I tennasuk ke dalam wilayah perk.otaan dan ~i salah satu \\ilayah 

penunjang perek.ooomian kota Lubuklinggau dikarenakan wilayah kecamatan 

Lubuldinggau Timur I merupak.an wilayah sentra perdagangan dan jasa di Kota 

Lubuklinggau. hal ini dapat dilihat dari mayoritas mata pencaharian penduduk 

Kecamatan Lubuklinggau Timur I adalab karyawan swasta dan aparatur pegawai 

negeri sipil (PNS} seper1i yang terlihat dibawah ini: 

LPNS 850orang 

2. Pedagang 270orang 

3. TNIJPolri 40orang 

4. Pengrajin 25 orang 

5. Pensiunan 115 orang 

6. Karyawan Swasta 10.420 orang 

7. Lain-lain : 6. 725 or.mg 
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K.ondisi somber daya manusia (SDM) di wilayah K.ecamatan 

Luhuklinggaun Tunur i juga sangat heterogen dan bisa dikatakan rerdiri dari 

berbagai bidang pendidikan. hal ini dapat dilihat dari kondisi pegawai yang terdiri 

dari 92 pegawai ):ang tersebar di"'ilayah kecamatan dan kelurahan dengan latar 

belakang pendidikan SMA. 03. D4 dan S 1. Benlasarkan kondisi pegawai tersebut 

maka Kecamatan Lubuklinggau Timur I memiliki potensi sumber daya manusia 

(SDM) yang memadai daiam melaksanakan program - progrcun kecamatan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 

2. Stntktllr Orgauisasi Kecamatml Lllbaklinggau TUDor I 

Adapun stru1..1ur organisasi Kecamatan Lubuldinggau Timur I adalah 

~berikut: 

Bagan 4.1 

Straktar Organisasi Kttamata.n Labuldinggaa TIDiar 1 

CNMT 
HEm« F, S.5fP 

§ I 
Setretariat K~ 

TMUM MUOA,. S.SOS 

I 
u I 

SubbagUmum Subbag Keuangan 

OESY R, S..Kom YUDHAP,SE 

I I I Q 

Seltsi~ Kasi Kesos SeksiPMK Seltsi T rarnt:Jb 

AMRA W, s..sTP NCNA E,SE OKTAV,SP SffiFATIMAH 

Sumber : Kantor Carnal Lubuklinggau T unur I 
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Aparatur Kecamatan Lubuklinggau Timor I mempunyai tugas pokok dan 

fungsi }"3ilg telah diatnr dalan1 Peraturan Walikota No 12 ta!um .:!010 tentang 

Struktur Oroo<misasi T ata Kepemerintahan (SOTK) yaitu: 

L Tugas Pokok. Carnal 

Membantu Walikota Lubuinggau dalam penyelenggarnan 

pemerintaban.. pembangunan dan pembinaan kehidupan 

kemasyamban dalam wilayah Kecamatan 

2. Fungsi Camat 

a. Penyelen&:,.oaraan tu~oas pemerintahan Ullllllll. pembinaan 

k~isasian dan pembinaan politik daJam ncgeri dalam wilayah 

Kecamatan. 

b. Pembinaan Pemerintah Desai Kelurahan 

c. Pembinaan Ketentuan dan Ketertiban Wila}'ah 

d. Pembinaan dan pengawasan pembangunan yang meliputi 

pembinaan dan pengawasan bidang ekonomi, produksi dan 

distribusi serta pembinaan sosial. 

e. Pen)usunan program, pembinaan aministrasi, k:etatansabaan dan 

rumah tangga.. 

3. Sekretariat dogan to~ 

a. Pengkoordinasian dan pclaksanaan pen)'USUB311 program dan 

kegiatan Keonnatan 

b. Pengelolaan administrasi perkantor.m.,. administrasi keuangan dan 

administtasi kepegawaian 
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c. Penyelenggaraan 1H1.J.'Sall umum dan perlengkapan. kepromkoJan dan 

hubungan masyarabt 

d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan. kearsipan dan pcrpustakaan 

kecamatan 

e. Pembinaan dan pengendalian administrasi pelayanan publik 

penyelenggaraaan pemerintahan umum di kecamatan 

f. Pelaksanaan koordinasi pembinaan. pengendalian. e"\'aluasi dan 

pelapoom pelaksanaan kegiatan unit kerja kecamatan., dan 

g. Pelaksanaan tugas lain :yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

4. Sub Bagian Umum dengan tugas: 

a. Melaksanakan urusan dan tata usaha,. surat rnenyurnt.. kearsipan dan 

k~"\\"aian 

b. Melaksanakan kegiatan keprotokalan dan mengurus perjalanan 

dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersiban 

kantor 

c. Menghimpun dan mengelola data perlengkapan serta menyimpan 

dan distn'busi barang-barang inventaris dan perala1an lainnya 

d. Meldsanakan urusan rumah tangga. pemeliharaan perlengkapan.. 

peralatan. kebersihan dan ketertiban kantor. dan 

e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
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5i.. Sub Bagian Keuangan dmgan tDooas: 

a. Mengbimpun data dan men}iapkan bahan dalam rangka 

penyusunan anggaran Kecamatan 

b. Melaksanakan pengeloban tata usaha berlaku.. 

c. Menyusun dan menyampaikan laporan pertan&,.oungjawaban 

keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlalru.. 

d. Melaksanakan ~ourusan ~ji dan tunjangan lainn)"a sesua1 

ketentuan :yang berlaku .. 

e. Melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan 

kontrol keuangan secara periodik. 

f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleb alasan 

6.. Seksi Pemerintahan dengan togas: 

a. Melaksanakan urusan pemerintahan umum .. 

b. Menyiapkan bahan dan menyusun program teknis pembinaan 

pemerintaban Kelmahan I Desa, pembinaan keagr.uiaan., dan 

pembinaan kegiatan kependudukan .. 

c. Menyiapkan baban penyusunan program dalam rangka pembinaan 

sosial, politik, pemil~ ideologi Neg;ua, dan kesatuan bangsa. 

d.. Menyiapkan baban guna pengusulan penetapan I perubahan 

ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan .. 

e.. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengusulan pemekaran. 

penyatuan, dan pengbapusan Kelmahan I Desa.. 

[ Mclaksanakan ~ lain yang ditetapkan oleh Camat sesuai 

deogan bidang tugasnya.. 
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1. Seksi Pembangunan Masyarnkat Keluraban / Desa dengan tugas: 

a. Mengumpulkan baban penyusunan pedoman da:1 pet.unjuk tdmis 

pembinaan dibidang pembangunan perekonomian Kelurahan 

Desa, produksi dan dislribusi. 

b. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan lingkungan 

hidup. 

c. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan program pembangunan 

di Kelurahan I Desa dan bantuan pembangunan pada Kelurahan f 

Desa. 

d. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan upaya pengentasan 

kemiskinan dan pembinaan dalam rangk.a memajukan usaha ra1.')"31 

dalam bidang usaha kerajinan. perdagangan dan perindu.strian.. 

e. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Camat sesuai 

den~ bidang to~ 

8. Seksi Keamanan dan Ketertiban dengan tugas: 

a. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan ketentraman 

dan kerertiban umum. 

b. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk. teknis pcmbinaan 

ketenmunan dan ketertiban dibidang seogketa ~ pennasalahan 

bangunan dan sengketa lainnya. 

c. Menyiapkan bahan penyu.sunan program pembinaan polisi pamong 

praja di tingkat Kecamatan.. 
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d. Menyiapkan bahan dan koordinasi dengan instasi tcrbit dalam 

rnngka pembinaan. ~wasan,. dan peiaksanaan perizinan 

diwilayah Kecamatan. 

e. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Camat sesua1 

dengan bidang tugasnya 

9. Seksi Kesejahtcraan dan Pelayanan Umum dengan togas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan di bidang 

keagamaan. bantuan sosial,. peranan \\"311~ kepemudaan dan olah 

fa::,.OCL pendidikan dan kebudayaan serta kesejahteraan masyarakat. 

b. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan terhadap 

pengelolaan kekayaan dan im"entaris Kelurahan f desa.. sarana dan 

prasarana fisik dan pelayanan umum.. kebersihan dan kesehatan 

masyarakat. 

c. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan instansi 

terkait dalam rnngka proses perizinan sarana kesebatan dan 

pemanfuatan sarana pela)"3llaD umum. 

d. Menyiapkan baban kegiatan dan koordinasi dengan instansi tedait 

dalam rnngka pengetahuan bencana alam dan usaha 

penanggulangan a.kibat bencana a.Jam. 

e. Melaksanakan tuga.s Jain yang ditetapka.n oleh Cama.t sesua.i 

dengan bidang tuga.snya. 
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3. VlSi daD Misi Kccuutau Lubaldiaggaa Timur I 

Dalam rangka menduk:ung "\isi Kota Lubuklinggau seba::ai Kota y<mg 

madani Modem dan Religius. Kecarnatan Lubuklino~u Timur I mempunyai visi 

dan misi sebagai beril.."llt : 

VISI: 

""Temujudnya masyazakat Kecamatan Lubuklinggau Ttmurlyang 

partisipatif, menguasai IPTEK, mempunyai kasadaran yang tinggi dan 

berorieot:asi pembangunan yang berwa\\asan linglrungan 

MISI 

• Mewujudkan pelayanan yang erektif dan efisien; 

• Meningkatkan efektifJtas pelayanan,. sarana. pelayaoan publik dan 

sistem infonnasi manajemen: 

• Mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran tinggi dalam 

penegakan hukum; 

• Mewujudkan perangkat Kecamatan Lubuklinggau Ttmur Iyang 

profesional dan berkomitmen tinggi; 

• Membangun kemitraan dengan sektor privat dan NGO; 

• Pola dan mekanisme pemanfuatan ruang yang sesuai dengan prosedur 

hukum yang berlak.u.. 

4. Pdaks:aaaaa Pemberiaa Tambalaaa Peagllasilaa Pegawai 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Lubuklinggau T unur I saat 

ini beljumlah 82 orang deogan rincian Golongan n sebanyak 15 orang.,. golongan 

Ill sebanyak 65 orang,. dan goloogan IV sebanyak 2 orang. Sejumlah aparatur 

inilah yang menerima tambahan pengbasilan pegawai berdasarkan Peratwan 
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Walikota No 50 Tahun 2013. Berilrut adalah rekapitulasi jumlah pegawat 

Tabel4.1 

Rebpitubsi Jambla Pcgawai Keeamat2n Kduralaan 

i 
I· Jasba'd 

I K=omabm L.......,._.TI_I 

I n m 1'\' 

15 65 

Jmniah 

Sumber: Kecamatan Lubuklinggau Tirnur I 

Berdasark.an keadaaan jmnlab pegawai Kecamatan Lubuklinggau Timur I 

pada table diatas dapat digamkubn jumlab besaf31l anggaran pemberian TPP 

untuk tiap bulannya..Adapun berdasarlcan Keputusan Walikota Nomor 22 Tahun 

2013 golongan I untuk tiap buJannya Rp 600.000,-. untuk golongan II Rp 680.000.-. 

dan golongan Ill Rp 800.000,-, untuk golongan IV Rp 1.000.000.-. 

Selain berdasarlcan golongan pemberian TPP juga berdasarkan eseloo pada 

jabatan stmktural pegawai yang bersangku!an. Berilrut adalahjumlah pegawai yang 

menerima TPP berda.sarbn eselon jabatan yang di emban yakni sebagai benl.."llt : 
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Tabel4.2 

Rekapitalasi JIUIIIall Pegawai KccunataD Kdarahali 

Y aB.g Meaerillla TPP BenJasarkaD E.seloa 

PNS Stnaktural ~ il 
'I 
li 
!' 

' lastaasi jl EsdoR ~ EsdoR Esclmt EsdoR ~NoB 
it ~ '-I J ,, ,, 

lilll.a m.b IV .a IV.b ~ Eselon II 

1: I 

Kec. Lubuldioggau ij ' 

' 
I I I 12 32 I 36 

Timor I 
il ' 

Jumlab total pegawai 82 orang 

Somber : Kecarnatan Lubuldinggau Timur I 

B. Basil Pcaditiaa 

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai infOiman dari beberapa 

orang pelaksana program yang terkait dengan implementasi kebijakan Peraturan 

Walikota No 50 tentang Pemberian Tambahan Peng!lasilan Pegawai PNS 

dan CPNS Kota Lubuldinggau. Deslrripsi infonnan terlibat pada tabel beri1rnt: 
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T2bel4.3 

lafoi"IB21i Peliditia& 

1 
1 J 

,, 
,, 

3 '. Kepala Bappeda Kota Lubuklinggau 1 I 
4 Kepala BPKAD Kota Lubuldinggau :1 I 
5 ' Inspektur Kota Lubuklinggau Kota Lubuldinggau :i I 
6 Kepala BKD Kota Lubuklinggau ' 

" 
,I 

1 .~ 

7 Sekretaris camat l 1 i 
li ii 

8 Lurah Dalam Kecamatan Lubuklinggau Timor I il I ~ 
9 Pegawai Kecamatan Lubuklinggau Timor I f: 

I I l 
Jam.bk I• 

ii 9 t: 

Sebagaimana ten:antum dalam Pedoman Petunjuk Telmis Peratwan 

Walikota Lubuldingpn No 50 Tahun 2013 tentang pemberian rambaban 

pengbasilan pega~Cli PNS dan CPNS Kota Lubuklingga~ dimana di tingkatSKPD 

atau Satuan Kerja tahaJHahap Pemberian TPP dimulai dengan tahapan adaJah 

sebagai berikut : 

1. Kepatallall 

Dimulai dari tahap inventarisir jumlah honor-honor kegiatan (termasuk 

uang Iembur ) di masing-masing SKPD. pembabasan pada tim anggaran 

Ekselrutit: Pada setiap SKPD melalui Badan Ke~"'aian Daerah melaksanakan 

inventarisasi pegawai benlasarkan golongan, eselon dan jumlah PNS st:ruktural 

dan PNS non stmktural Peneliti sesuai dengan basil wawancara informan 7 

dengan basil wawancara infomnan 7 selal"ll Pembina kepegawaian pada 

sek:retariat kecamatan mengetahui rincian Jumlab pegawai pada Kecamatan 

Lubuldinggau Tnnur I berdasarkan pada tabel 4.1 jumlah pegawai golongan IV 
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beljumlah 2 orang yalmi camat serta sekretaris camat., jumJah pegawai golongan 

Ill cukup banyak mendominasi yalrni kasi di kecarnataiL lurnh serta sekretaris 

lurah dan kasi di kelurahan seluruhnya berjumlah 65 orang. jumlah pegawai 

golongan II yakni beljumlah 15 orang_ 

Jumlah pegawai kecamatan berdasarkan eseloo jabatan strullural yakni 

eselon lll..a sebanyak I orang yalmi camat. eselon Ill.b yakni 1 orang sekretaris 

carnal. eselon IV a kasi kecamatan dan Iorah yakni 12 orang dan eselon IV .b 

untuk sekretaris Iorah dan kasi kelurahan sebanyak 32 orang. Sedangkan jumlah 

pegawai non eselon yakni 36 orang. 

91 

16/41823.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



. ,' 

N 
0 

NAMA PEGAWAI 

1 Henny Fibianty, S.STP 

2 Tasllm Muda, S.Sos. 

3 Sitl Fatlmah 

4 Husylro. A 

5 Zulyani 

6 Nurfatllah 

7 Cekmarl 

8 Herman 

9 Mgs. Yasin 

10 Ahmad Heru 

11 Nurldayani 

12 Nadirsyah, SP 

13 Okta Vellana, SP 

14 Nova Efrlyantl, SE 

15 Leny Yuliana, SE. MM 

16 Flbianto Ramadhona, S.STP 

17 Fibi Anjung Sari Wijayantl, S.STP 

18 Hermawatl 

19 Yuilana,S.Ip 

20 Unda Desi Andriyani. S.Pd 

21 Nur Uyuna, SH 

22 Handy Hartawan, SH 

TABEL4.4 
REKAPITULASI ABSF.NSI PEGAWAI KEC.LUBUKLJNGGAU TIMUR I 

BULAN FEBRUARI2016 

JML nDAKHADIR 
NIP JABATAN GOl. HARI 

KERJA DL TB c s 
198307102001122001 Camat IV/A 19 3 

196303081985031005 Sekcam IV/A 19 

195807291985032001 Kasi III/0 19 

195901271985031003 Lurah III/0 19 

196404271986032005 Kasl III/D 19 

196410171986032004 Lurah III/0 19 

196412301989032005 Seklur III/c 19 

195811111978031003 Staf III/C 19 

196308271991031006 Staf lii/C 19 

196412021984031005 Lurah III/C 19 

196910131990032002 Lurah III/C 19 

197203012006041002 Lurah III/C 19 

197510212008032001 Kasl III/C 19 

197711302008012003 Kasl III/C 19 

197907042005012008 Kasl III/C 19 

198406292003121002 Lurah . III/C 19 

198607032004122001 Lurah III/C 19 

197104111993032004 Kasi III/B 19 

197207052006042001 Kasl III/B 19 

197312202006042012 Staf III/B 19 

197403012005012008 Kasl III/B 19 

197802232009031001 Kasi III/B 19 

JML 
HADIR KET 

I TK . 

16 
• 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

4 15 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

1 18 

1 18 

19 
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. ' ' .. 

N 
JML nDAKHADIR JML 

0 
NAMA PEGAWAI NIP JABATAN GOl HARI HADIR KET 

KERJA DL TB c s I TK 

23 Ennan Hart Rustam, S.IP 198003172010012010 Kasl III/8 19 19 

24 Deko Prlambada Alqodroe, SH 198004082005011007 Kasl III/B 19 19 

25 Nljawatl, SE 198004262011012003 Kasl III/B 19 19 

26 Arlawati,SE 198009162007012005 Kasl III/S 19 19 

27 Eka Seri.SE 198202082009012007 Kasl III/B 19 19 ' 
' 

128 May Suhada, SE, MM 198205272008011002 Kasl III/B 19 19 i 

i 29 Yuanlta Dian Hayatl, SE 198206242003122003 Kasl III/B 19 19 

30 Wenny Anggralni SE 198206272000122002 Kasl III/B 19 19 

31 Hensl Yunlartl, SE 198206302010012010 Kasi III/8 19 19 ' 

32 Leo lsmarully, SE 198207232009031002 Kas! III/8 19 19 

33 S.E.O. Nunnala Sari, S.Sos 198210222003122004 Kasl III/B 19 19 

34 Ardlansyah, SH 198303122010011019 Kasl III/B 19 19 

35 Dina Mesallna, S. Sip 198305032010012031 Kasl !II/B 19 19 

36 Rlan Pusvltasarl, ST, MT 198309032008032001 Kasl III/B 19 1 19 

37 Pebtorta Adlwljaya,S.HI 198402232011011002 Kasl III/B 19 19 

38 Enda Purwlhartaty, SE 198405202006042005 Kasl III/9 19 2 17 

39 Ferllza Emita, S.SI 198407202010012027 Kasl III/B 19 19 

40 M. Yusuf, SE 198412292005011001 Kasl III/B 19 19 

41 Umar Dlharja, SP 198503062011011006 Kasl I!I/B 19 3 16 

42 Rlko Fredlan, SE 198507242010011018 Kasl III/B 19 1 18 

43 Agustllawatl,ST 198508132009032001 Kasl lll/B 19 1 18 

44 Aldll Adha. S.Kom 198509072010011021 Kasl III/B 19 19 

45 Nhovalla Mayasarl SE 198511072009032001 Seklur III!B 19 1 18 

46 Feby Hestrl EMany, S.Kom 198602172011012003 Kasl III/B 19 1 18 

47 Yudha Pranata, SE 198612152006041002 Kasubag III/B 19 19 
-
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.. · 

N 
! JHL TIDAK HAOIR JML 

0 
NAMA PEGAWAI NIP JABATAN GOL HARI HADIR 

KET 
KERJA DL TB c s I TK 

I 48 Amra Wljaya, S.Sos 198705172006041003 Kasl III/B 19 2 17 ! 

49 Raden Muhammd Ismail, SH 198707162006041004 Kasl III/8 19 19 I 

! 50 Nldya Anggralnl, S.IP 198811042007012001 Seldur III/8 19 2 17 I 

51 Indra Sapr1. sH 196904222012121002 Kasl III/A 19 19 

52 Sabama. SE 197212082006041004 Kasl III/A 19 19 ! 

53 Eka lastar1. SE 198212122008012005 Staf III/A 19 19 

54 Veranlta, SE 198301222006042007 Kasl III/A 19 19 

55 Kgs,Andlka Wardana,_ SE 198303142007011001 Kasl III/A 19 19 

56 Oesl Aryanl SE 198312122008012018 Kasl III/A 19 19 
57 Raferhek, S.Sos 198403302006041003 Kasl III/A 19 19 

58 Leny Dayana, SE 198404162010012030 Kasl III/A 19 19 

59 Desy Rosmasari,S.Kom 198712292010012014 Kasubag III/A 19 19 

60 Melania Zulfl, S.Sos 198802272011012007 Staf III/A 19 1 18 

61 Errada Janesha.SH 198901272011012003 Seldur III/A 19 19 

62 Pratama P, S.Kom 198706202012061000 Seklur III/A 19 19 ·-f--

63 Henl Sustlnl, A.Md 197706172010012006 Staf II/0 19 19 

64 Ismaml, A.Md 198503162010012033 Staf II/0 19 19 

65 Reva Mellana, A.Md 198505282010012019 Staf II/0 19 19 

66 Devl Septlana, A.Md 198509102010012024 Staf II/0 19 19 

67 Yullana 197107011990032001 Staf II/C 19 19 

68 Mardla 197310102006042003 Staf II/C 19 19 

69 Tlen Ap_rllla 198104042007012024 Staf II/C 19 1 18 

70 Lukmanul Hakim 196608011991041003 Staf II/B 19 19 

71 Gandl 196406122012121002 Staf II/A 19 19 

72 Hardl 197003082007011007 Staf II/A 19 19 
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. '. 

N 
JML. nDAKHADIR JML 

0 
NAMA PEGAWAI NIP JABATAN GOL HARI HADIR 

KET 
KERJA DL TB c s I TK 

73 Desl Arlsandi, SE 197502012012122001 Staf II/A 19 19 

74 Ahmad Sherman A 197512142012121002 Staf II/A 19 19 

75 Zulhana. S.Sos 197811272012122001 Staf II/A 19 19 

76 Sri Wahyunl 197904142012122001 Staf II/A 19 19 

n Ahmad Hen Wlbawa 198306112012121002 Staf II/A 19 19 

78 Wiwln Efrladl 198403172012121001 Staf II/A_ 19 19 
-

Sumber : Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 
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b. Sosialisasi 

Sosialisasi program Pemberian tambaban penghasilan pegawai dimulai 

dari lingk:ungan pemerintah kota kemudian diteruskan kepada selurub SKPD 

termasuk dilingkungan kecamatan sampai pada unit terkecil yakni kelurahan.. 

dengan terlebih dahulu mensosialisasikan perubahan hari dan jam kelja dari hari 

keJja mulai dari senin sfd sabtu menjadi mulai hari senin s!d jumat dengan jumlah 

jam kerja disesuaikan dgn hari kerja selama 5 hari kerja Kemudian mernpersiapkan 

dasaT hul"lDTT terkait de:ngan pemberian tambaban pengbasilan pegawai yakni 

melalui Pernturan Walikota Nomor 50 tahun 1013 serta Keputusan Walikota 

Nomor 21 Tahun 2013 yang mengatur rincian besaran tambaban penghasilan 

pegawai bagi PNSfCPNS_ 

Sosialisasi pemberian TPP dilaksanakan di tingkat Kota oleh Badan 

Pendapatan Pengelolaan. Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Lubulding__eau di 

Ruang Rapat Sekda Jantai 2 Setda Kota Lubuldinggau pada tanggal2 Juli 1013, 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.. lnfonnan 2 sebagai Ketua 

Tim Anggaran Pemerintah Daerab menyatakan : 

""Saya mengundang selurub Carnal dan dinas-dinas teJkait lDiluk sosialisasi 

pemberian TPP_ Di Ruang Rapat Sekda 1antai 2 Setda Kota Lubuklinggau 

pada tanggal1 Juli 2013, dipimpin oleh Pak Sekretaris Daerah s.:bagai Ketua 

lim T APD Pemerintah Kota Lubuklinggau""_ (lnfonnan J, wawancara 15 

Maret2015) 

Selanjutn)'3 sosialisasi tidak. berltenti hanya di tingkat Kota.Sosialisasi 

dilaksanakan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan.. Sebagaimana 

disampaikan infonnan, kecamatan wajib mengadakan sosialisas.i agar program 
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pemberian TPP dapat bajalan laocar. 

""lC.ami menekankan kepada seluruh Carnal untuk llk.~)''elenggarakan sosi.alisasi 

di kecamatan masing- mas in g ... ..,.. ( lnt<mnan 1.. wawancara 15 Maret 20 15) 

Semua kecamatan melaksanakan sosialisasi. Seperti din~'3lakan oleh 

lnfonnan 8 Lurah diwilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur I. 

""Sosialisasi tingk.at kota diadakan di ruang sidang sekda lantai 2 setda 

Kota Lubuklinggau.. Kalau sosialisasi di kecamatan,. dilaksanakan di aula 

kantor kecamatan masing- masing.'"" (lnforman 7, waw.mcara 14 Maret 

2013) 

Hal ini dibenarkan oleh lnfoonan 15 ~wai kecamatan Lubuldinggau 

Timur I. Sosialisasi Pemberian TPP d"IIaksanakan di aula Kantor Kecamatan setelah 

beliau mengilruti sosialisasi di kabupaten. 

,.. ... saya mengikuti sosialisasi pemberian TPP di aula Kantor Camat 

Lubuklinggau Timur L Tempatnya di aula Kantor Kecamatan. Sebetulnya acaranya 

adalah Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan,. dan pada saat itu pula saya 

mendapatkan sosialisasi". Qnfonnan 8., wawancara 14 Maret 2013) 

TPP merupakan s:llah satu progr.un peningkatan kesejahtcraan bagi 

~wai kota Lubuldinggau dalam beutuk program kompensasi (cumpensalory 

program) yang sifatnya khusus (craslrprogram). 

Pada tahun 2012 pemerintab Kota Lubuklinggau telah melakukan analisis 

peningkatan kesejahteraan pegawai guna mendorong produktilrtas dan kinerja 

pegawai. Selain itu program TPP ini juga dirancang ontuk mengurangi kesenjangan 

kesejahteraan pegawai fungsional dan struktural di k.ota Lobuldinggau. 
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Sosialisasi program TPPdi tingkat Kota telab dilaksanakan oleh T tm 

T APD Kota Lubuklinggau.. Peserta sosialisasi adaiab camat dan inslansi terka.it. 

Menurut lnforman 1. harapan dari basil sosialisasi tersebut adalah tindak lanjut 

dari pesen:a sosialisasi untuk menyampaikan kepada instansi di bawahnya. 

Camat menindaklanjuti dengan mengadabn sosialisasi di tingkat 

kecamatan dengan mengundang desa/keluraban diwilayabnya. Pengakuan 

!nfonnan7~ lurah Kelurahan air Kuti di kecamatan Lubuldinggau Timor I diadakan 

rapat dengan mengundang selmuh Lorah,. pegirn'ai kelurahan dan pegawai 

kecamatan. Menurut lnfonnan 7 pol~ sosialisasi dilanjutkan sampai tingkat 

keluraban dengan harapan pelaksanaan program TPP di Kecamatan Lubuldinggau 

Timor I dapat beljalan dengan baik.. 

Keberbasilan sosialisasi adalab jika penerima manfaat program seluruhnya 

menerima informasi yang berkaitan dengan program tersebut dengan benar" 

sehingga penerima manfaat tidal dibuat hingung, resah, dan saling curiga. akibat 

dari kef.daktabuan mereka terhadap pelaksanaan program. 

Pelaksanaan sosialisasi program TPP di Kota Lubuklingga•J telah 

dilaksanakan di semua kecamatan, namun tidak semua pemcrintab kelurahan 

menindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi di tingkat kelurahan. Sebagian 

kelurahan mengadakan sosialisasi di forum resmi, sedangkan sebagian lainnya 

men~ sosialisasi dengan funnn tidak resmi, atau hanya sek.edar bincang-

bincang_ 

Keberbasilan sosialisasi program TPP dapat digambarkan melalui skema 

berikut: 
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Bagaa4.1 

Skema kdJerllasiJall program TPP 

Forum 
resmi 

Dari sk.ema di atas. keberbasilansosialisasi baik melalui forum reson 

maupun tidakresmi adalah : ( 1) baiknya komitmen pelak:sana sosialisasi, yang 

mana penyampai sosialisasi sangat jelas dalam tnen}'3Dlpaikan materi sosialisasi,. 

(2) lnformasi yang diterima lengkap sampai kesasaran ~ dan (3) lntelektual 

atau kemampuan pik.ir pegawai yang baik.. karena sebagian besar pega"''ai adalah 

orang yang berpendidik.an. 

Pelaksanaan program tambahan pengbasilan pegawai Tahun 2014 

Berdasarbn Peratoran Walikota No 50 tahun 2013. tentang pelaksanaan 

pemberian tamoo.han penghasilan pegawai (TPP) PNS dan CPNS kota 

Lubuldinggau. Dalam Peraturan Walikota tersebut diin.struksikan kepada 

beberapa badan dan dinas terkait untuk melakukan pe~ penyusunan dan 

pelaksanaan ser1a monitoring pemberian TPP dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan pegawai pemerintah iota Lubuklinggau dan meningkatkan k.inef;a 

serta produktifitas pegawai dalam melaksanakan pekeJjaanya.. 

Badan dan dinas yang mendapatkan instmksi Walik.ota Lubuklin~ 

dalam paencanaan, penyusunan dan monitoring pemberian TPP ini adalah: 
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I_ Badan Pereocana Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Lubuldinggau 

-, Badan Pendapata~ Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota 

Lubuklinggau 

3. Inspektorat Kota Lubuklinggau 

4. Badan Kepegawaian Daerab Kota Lubukling:gau 

Sedangkan daJam hal pelaksanaannya untuk dapat diternpkan pada seluruh 

SKPD dan Satlrer )'3llg ada dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang 

somber dana pemberian TPP ini adalah dari dana alokasi umum (DAU) A~ 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau tahun 2014. 

Secara umum labapan yang dilaksanakan berbitan dengan pemberian 

TPP di Pemerintah Kota Lubuk1inggauadalab: 

I) SosiaJisasi program Pemberian TPP yang dilaksanakan oleb 

pemerintah Kota,aparat kecamatan dan para Lorah.. 

2) Pengecekan jumlab pegawai PNS dan CPNS (verifikasi) ditingkat 

keluraban.. 

3) Pencairan dana TPP oleh pihak. kecamatan dibank: :rang telah 

ditentuban.. 

4) Membuat laporan pelaksanaan program pemberian TPP sesuai dengan 

togas dan wewenangy ang dimiiiki. 

d. Kepata•aB Pegaw:ai 

Pegawai ada1ah ora&g-orang yang tergabung da1am s.wu org?nisasi 

DaJam kaitannya dengan pekerjaan, Hodges mengemukakan babwa disiplin kerja 

pegal\'"8.i adalab suatu sikap dan tingkah laku yang menunjukkan kataatan 

karyawan terhadap peratnran organisasi atau perusahaan. Sikap dan perilaku 
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itu ditunjukkan dengan berbagai inisiatit: kemauan dan kehendak untuk menaati 

peraturan, artinya orang-orang dikatabn rnempunyai disiplin ketja yang tinggi 

tidak semata-mata patuh dan taat terbadap peraturan organisasi secara kaku dan 

mati tetapi mempun:yai kehendak untuk menyesuaikan diri dengan peraturan­

peraturan yang ditetapkan dalam organisasi. 

Untuk mengetahui apakah para pegawai sudah bekerja dengan 

penuhdisiplin atau tidak dapat dilihat dari aspek-aspek yang berhubungan dengan 

kedisiplinan pegawai. Seperti menurut lateiner dan Levian ( 1983: 77) 

mengungkapkan aspek-aspek disiplin kerja sebagai berilrut: 

I) Keteraturan dan ketepatan waktu kerjayang dimaksud disini adalah 

bila karyawan datang ke tempat kerja berdasarkan jadwal 

waktu kerja yang ditentukan oleh perusahaan. 

2) Ketepatan dalam men2gunakan pakaian dan peralatan 

artinya rnenggunakan pakaian dan peralatan sesuai dengan stanJar 

organisasi atau pel1IS3h&an dengan befiar. 

3) Menghastlkan jumlah dan kualitas kelja yang memuaskan artin:ya 

<bpat menghasilkan jumlah dan kualitas kerja yang menjadi 

target atau .sasaran perusahaan. 

4) Menyelesaikan pekerjaan dengan semangat kerja yang bik 

artinya menyelesaikan pekeljaan dengan songguh-sun&eouh 

sehinggga dapat selesai sesua1 dengan target wal"tu yang 

ditentukan crganisasi 

Berdasarkan data dari somber informan 8 & 9 didapatkan bahwa seunm 

pegawai mengetahui jadwal jam kerja, baik jam masuk kerja maupun jam pulang 
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kelja serta aturan pakaian kerja sesuai dengan surat edar.m yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Kota Lubuklinggau yaJrni : 

•!• jam masuk kerja pada hari senin- jumatjam 07.30 wib 

•!• jam pulang kerja hari senin - kamis jam 16.00 "\\fib, jumat jam 

17.00 wib 

•!• senin pakaian linmas, selasa pakaian pdh kuning kaki. rabu-kamis 

putih biro, jumat pakaian olahraga atau pakaian muslim 

Pengaturan jam masuk - pulang kelja tersebut untuk 5 bari kelja, k.arena 

jad""al 5 hari k:erja mulai berlak:u terbitung pada tanggal I januari 2014 seiring 

dengan pemberlakuan pemberian program tambahan penghasilan pegaw1li. 

2. Rllt:iaibs Fuagsi 

a. Saraaa daD prasanuaa kerja 

Menurut Kamos &saT Bahasa Indonesia (KBB!),. sarana adalah segala 

sesuatu yang dapat dipakai sebagai aJat dalam mencapai maksud atao tujuan.. 

Sedangkan prasar.ma adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan. proyek). Untuk lebih 

memudahlcm membedakan keduanya, sarana lebih ditujukan untuk henda-benda 

yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin. sedangk:an prasarana lebih 

ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung.. rua'lg.. dan 

tanah. 

Sar.ma dan pmsara.a13 juga mempunyai arti dan maksud yang sama 

dengan istilah perbetalan k.antor. T ersedianya sarana dan prasarana yang cukup 

dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam 

penyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa 
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adanya sanma dan prasarana, mustahil tujuan ak.an dicapai. 

Demikian balnya kantor, tempat berlangsungnya kegiatan yang berk.aitan 

dengan pekeljaan ketatansahaan atau administrasi. juga sangat memerlukan 

sarana dan prasarana kantor. Bahkan tidak akan ada pekerjaan kantor yang ridak 

berkaitan dengan sarana dan prasarana kantor. 

Peralatanlperlengkapan adalah alat atau bahan yang digunakan untuk 

membantu pelaksanaan pekerjaan kantor~ sehingga menghasilkan suatu pekerjaan 

yang diharapkan selesei lebih cepa~ lebih tepat dan lebih baik.. 

Untuk menunjang pelaksanaan program pemberian TPP hendaknya harus 

didulrung dengan sarana dan prasarana lainnya. Pada Kecamatan Lubuklinggau 

Timor I serta seluruh kantor kelmaban sudah terpasang peralatan kantor mesin 

absensi fingerprint yang beljumlah 10 alat jingerprinl. Hasil dari wawancara 

infonnan 1 dan 8 OOhW<t untuk di kantor kecamatan sudah terpasang 2 alat 

fingerptinl yakni I alat untuk khusus ~wai kecamatan dan kelurahan 1 alat 

khusus untuk seluruh SKPD yang setiap jum<rt senam bersama di halaman 

kecamatan.. 

Beberapa SKPD lainnya antara lain Dinas PU, Dinas Perikanan dan 

Petemakan, Dinas Partanian Kehutanan dan Perkebunan, Dioas Pariwi~ Dinas 

Tenaga Ke~ Kantor Krtahanan Pangan, ~wai Puskesmas dan Pustu 

kecam~ serta Sekretariat DPRD. Sedangkan 8 alat fmgerprinl lainnya 

terpasang disetiap kantor kelurahan. Adapun untuk memonitor alat tersebut 

dikelola oleh subbagian umum Kecamatan dengan 3 orang petugas operator untuk 

I 0 alat fingerprint. 
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b. Samber Daya B~at~asia 

Peranan petngas operator absensi, kasubbag umum serta bendahara pada 

kecamatan memegang peranan penting dalam hal melakukan rekapitulasi data 

absensi serta menghitung jumlah besaran dana untuk proses pencairan dana TPP 

setiap bulannya. l.aporan absensi manual sebagai pembanding untuk 

mengevaluasi basil print out dari mesin fingerprinL Setiap awal bulan paling 

Jambat tanggal 5 setiap bulannya laporan sudah masuk ke bagian umum 

kecamatan. Data print out basil rekapan dicetak setiap tanggal l setiap bulan 

setelahnya. Dari basil wawancara infunnan 4 dan 6, bahwa petugas operator 

kecamatan diberikan pembinaan dalam rangk.a untuk menjaga kerabasiaan system 

absensi dengan diberikan memegang password atau sandi khusus untuk 

mengakses system tersebut. Ya1mi sandi sidikjari dan sandi kalimat. 

Untuk petugas operator diJmatkan dengan surat togas dari Carnal selalru 

kepala SKPD. Pembinaan pada ~hara kecamatan juga dilakukan dalam hal 

proses penghitungan dan juknis pencairan dana TPP hal tersebut dalam rangk.a 

pembinaan di bidang .keuangan. 

c. Model/system pembayaraa TPP 

lnforman 8 sangat mengbarapkan si.stematikan pemba,ya.ran TPP 

dilaksanakan setiap buJan pembayarannya yakni pada pertengaban bu~ karena 

selama ini pembayaran dilak.sanakan pertiga bulan sekali pembayaran sekaligus 

dirapel. Hal terseOut mengingat program tersebut sebagai saJah satu program 

untuk mens.ejahterabkan pegawai kbususnya di Kota Lubuldinggau.. 

DaJam hal proses pencairan di SKPD BPKAD berdasaibn infonnan 4 

bahwasanya SKPD BPKAD menyatakan siap untuk proses pencairan setiap 
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bulannya. Kendala )1lllg SKPD hadapi pada setiap proses pencairan yalrni 

terkadang salah pada rincian pengbitungan antara jumlah potongan dengan 

besaran dana yg dikeluarkan per orang, hal tersebut harus diubah lagi dari awal 

pembcrbsannya yang memakan wal"tu untuk satu atau beberapa hari tergantung 

dari penghitungan yang barus diperbaiki. Jarak tempuh antara masing-masing 

SKPD khususnya kecamatan juga berpengaruh pada perbaikan herbs tersebut. 

Verifikasi data digunakan untuk memperbaiki data. Kemungkinan 

terjadi bal-bal sebagai berikut: (I) Adanya pegawai yang sudab meninggal. 

(2) Adanya pega"rai yang pindah tugas, dan (3) Adanya pegawai yang barn 

masuk, misal barn mutasi atau penerimaan CPNS yang baru. Jika hal ini 

terjadi,. maka hams ada perbaikan data 

"'"Veritlkasi data dimaksudkan untuk memperbaik idata penerima Pegawai 
penerima TPP. Untuk. itu Kecamatan diharuskan untuk verifikasi data. Misal 
ditemukan Pegawai sudah meningga1 a1au pindah tugas,. maka bisa diganti 
pegawai lainnya yang barn mutasi ke kecamatan Lubuklinggau Tunur L Camat 
membuat daftar nama usulan pegawai pengganti dengan memak:ai Daftar 
Lampiran-8 dilrulrubkan dengan membubuhkan tandatangan dan capdinas 
Kecamatan.""'{InfamanJ~ wawaucaral4 Maret 2015) 

Hasil pelaksanaan verifikasi barus dilaprnkan ke Badan Kepegawaian 

Daerah dan Badan Pengelola keuangan dan aset Kota Lubukling~Jambatnya 

3 hari setelah sosialisasi dilakukan agar~ pemberian TPP dapat disusun 

secara efektif. Sebagaimana disampaikan oleb lnforman4: 

'-Diben"kan waktu 3 hari untuk melalrukan verifikasi daftar pegawai sejak 
diserahkan ke satker sebelum dikembalikan kepada BKD dan BPKAD. Camat 
menyerahkan kepada BKD dan BPKAD daftar nama yang diverifikasi dengan 
Form Lampiran-7, daftar nama pegawai pengganti dengan Form Lampiran-8,"'. 
(lnfonnan 4.wawancara 24Nopember 2008)"' 

Tidak semua kelurahan dalam Keca:matan Lubuklinggau Tunur I 

melaksanakan verifikasi data Data yang masuk di BPKAD dan BKD Kota 
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Lubuk.linggau seban}'ak 1 Kelurahan (87,50 persen) melaksanakan verifikasi. 

Jumlah pegawai yang diverifikasi sebanyak 82 pegawai. Alasan l:enapa tidal 

melaksanakan verifikasi menurut lnfonnan7, kemlDlgkinan data sudah benar. 

Infonnan 7mengungkapkan: 

""Alasannya mlUlgkin data yang digunakan masih vali<L jadi tidak perlu 
ada perubahan"'. (Infurman 7, wawancara 14 Maret 2015) 

Untuk proses pembayaran TPP mekanisme nya berada pada BPKAD 

Kota Lubuklinggau. Dalam proses awalnya pibak Kecamatn mengentrikan 

database anggarnn tambahan TPP yang telah disusun oleh pihak BPKAD ke 

dalam sistem informasi keuangan daerah satker kecamatan. 

Hanyapegawai k:euangan dalam hal ini operator SIMDA yang berbak 

mengentrikan database tambahan penghasilan TPP kedalan database keuangan 

kecamatan. 

Setelah database dientrW..an. selanjutnya pihak operator SIMDA 

keuangan kecamatan muJai melakukan entri besaran nominal tambahan 

pengbasilan pegawai berdasrkan dari rekapitulasi absen yang diambil dari 

masing- mas:ing kelmaban dan bagian umum kecamatan. 

Dalam pengentrian data ini pihak keuangan menghitung nominal 

besaran TPP dengan cara menghitung jumlah kebadiran. keterangan izin, sakit 

dan alpa masing - masing pegawai kelurahan dan kecamatan. Misalkan. ada 

seorang pegawai dengan jabatan esselon IV.b dengan jumlah kehadiran 15 

hari (max 20 hari setiap bulannya)., izin I h~ sakit 2 hari tanpa keterangan 

dokter dan tanpa keterangan atau alpa 2 hari maka proses penghitungannya: 
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Rp. 1.200.000 X t5 % X I hari = Rp. 18.000 

Rp. 1..200.000 X ( 1.5 % X 2 hari ) = Rp. 36.000 

Rp. 1.200.000 X ( 4 % X 2 hari ) = Rp. 96.000 

total TPP sebeJum Pajak = Rp. 1.200.000 - Rp. 18.000 - Rp 36.000 -

Rp 96.000 = Rp 1.050.000 

selanjutnya dikurangi pajak 5~~ = 1.050.000 * 5% = Rp 52300 

Jumlah Bersih yang diterima = Rp 997.500 

Setelah proses pengentrian seluruh pegawai selesai maka pihak 

keuangan mencetak surat perintah pemba}ctran ( SPP ) dan sural perintah 

membayar ( SPM ) yang ditandat.angani oleh camat selalru pen~auna anggaran 

dan bendahara pengeluaran satker. 

Apabila SPP dan SPM telah ditanda tangani dan dibubuhi stempel 

satker selanjutnya pihak kecarnatan rnengantarkan SPP dan SPM tersebut ke 

BPKAD Kota Lubuklinggan untuk segera diverivikasi apakah masih tenlapat 

kesala.han atau tidak, hal ini seperti dUelaskan oleh infmrnan 4 dibawah ini; 

"'proses pencairan TPP ini dilakukan setiap triwulan dan dalam 
beberapa tahapan yaitu (1) registrasi SPP/SPM (2) proses verifikasi BPKAD. 
(3) penerbitan SP2D anggaran ~ dan (4) proses pencairan di bank yang telah 
diten~ setiap tabapan proses diatas harus dlegalisasi oleb kepala bidang 
masing- masing yang berwenang. (lnforman 4. wawancara24Maret 2015) 

Setelah proses verifikasi selesa.i, pihak satker kecamatan selanjutnya 

melakukan pencairan di bank yang telah ditentukan dengan menandatangani cek 

yang ditandatangani oleb Camat selaku pengguna ang.__earan dan bendahara 

pengeluaran dengan membawah SP2D yang sudab diliegalisasi oleh pihak BPKAD. 

Masing-masing pelaksana program pemberian TPP mempunyai kewajiban 

yang sama, yaitu membuat laporan pelaksanaan program pemberian TPP 

107 

16/41823.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki. 

Penerima program TPP ini adalah seluruh pegawai PNS dan CPNS di 

kecamatan Lubuklinggau Tirnur I berjumalah 82 orang, yang terdiri dari 15 orang 

golongan II, 65 orang golongan HI. dan 2 orang golongan IV yang terbagi dalam 2 

orang esselon lll~ 47 orang esselon IV dan 36 orang pegawai non jabatan esselon 

atau staff biasa. Data tersebut adaJah data yang diperoleh pada tahun 2013 dari 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Lubuklinggau. 

Data pegawai yang dipakai ini tentu tidak relevan lagi jika digunakan 

untuk tahun 2014, dikarenakan mobilisasi pegawai yang bersif.tt dinarnis tiap 

tahunn)'"3 baik itu karena pension, promos~ sanksi ataupun mutasi karena itu 

dibutuhkan verifikasi dan pendataan ulaog bagi kecamatan Lubuldinggau timur I 

dalam menec.tukanjumJah peo~·wai PNS dan CPNS penerima program TPP. 

Cara verifikasi data yang digunakan yaitu dengan menyusun ulang daftar 

pegawai yang bertugas diwilayah k:ecamatan Lubuklinggau T unur I baik itu 

pegawai yang bertugas dikantor Iorah atau pun di kantor carnaL Untuk pegawai 

yang bertugas di kantor Iorah form pendataan diisi oleb Iorah )"3Dg bersangkutan 

disesuaikan dengan absen pegawai pada masing - masing ke1UTahan dan 

ditandatangani dan dilegalisasi oleh Iorah yang bersangkutan, begitu juga dengan 

para ~wai yang bertugas di kantor camat Lubuklinggau timor I fonn yang 

digunakan untuk pendataan disesuaikan dengan absen yang ada di Kecamatan 

Lubuklinggau Timor I dan dilegaJisasi oleh Camat yang bersangkutan. 

Bagi infonnan 8, pegawai kecamatan Lubuklinggau Timur I verifikasi 

merupakan momen yang tepat untuk untuk memperbaiki data, basil verivikasi data 

tersebut akan didapatkan basil data yang valid, sebingga setiap periodik secara 
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berbla data kepegau.'a.ian akan selalu ''3lid dan dapat dipergunakan untuk program 

yang lainnya 

Badan pengelola Keuangan dan Aset Kota Lubukling_~u sebagai leading 

sector pemberian TPP telah membuat laporan ke Walikota Lubuklinggau atas 

terea.lisasinya progr.un pemberian TPP yang berjalan tertib~ aman dan lancar. 

Informan 4 mengatakan 

9Cami melaporkan kepada Walikota Lubuldinggau basil monitoring kami 
di lapangan. Pelaksanaa.n pemberian TPP berjalan tertib, aman. dan lancar'"". 
(lnforman 4, w-awancara 25 Maret 2015) 

Inspektorat sebagai pengawas pemberian TPP membuat laporan daya 

sernp dana TPP kepada Walikota Lubukl~~ Sebagaimana diungkapkan 

Informan5: 

"Saya melaporkan jumlah dana ,yang terserap kepada atasan kami. 
mengenai jwnlah penyerapan dana.. dalam aplikasinya setiap satker tingkat 
realisasin.ya mencapi 91 %"". (lnfonnan5. w3'wancara24April 20 15) 

Daya scrap dana ada1ah jumlah dana yang dicairlcan oleh satker. Terdapat 

sisa yang belum diba~ artinya ada pegawai yang belum mengambil dana TPP 

nya.. hal ini karena pegawai yang bersangkutan ada beberapa yang masib 

melak:smakan togas luar kota 

kadangka)a muncul permaslahan didalam pencairan dana TPP ini., antara 

lain adanya perbedaan persepsi penghirungan absensi kehadiran pegawai yang 

dilakukan oleb pibak kecamatan dengan pibak kelurahan dikarenakan sistem 

absensi yang digunakan pajda saat ini masib bersifat manual, hal ini sering menjadi 

akar sumber permasalaban dikaranekan pibak pegawai keluraban sering lupa atau 

tidak mengisi abseosi pegawai, sehingga pada saat perekapan sering tajadi 

perbedaan pengbitungan. 
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Untuk mengatasi hal ini maka Kecamatan Lubuldinggau Timur I pada 

tahun 2015 memberlalrnkan sisyem absensi pegawai terpadu berbasi 

elektronik.,artinya setiap kelurahan diberikan mesin absensi finger prinJ yang 

terlmneksi Jangsung ke database Kecamatan. sehingga setiap pegawai kelurahan 

yang melakukan absensi dapat dilihat perharinya bahkan absen dijam berapapun 

akan terekam didalam database kecamatan. 

Pencairan dana dilakukan oleb pihak kecamatan setelah siverifikasi dan 

disetujui oleh BPKAD~ pencairan TPP dilakukan dibank pemerintah yang ditunjuk 

oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam haJ ini Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Selatan (BPD-SS). 

Beril"Ut ini adalah tabel rincian jumlah penerimaan TPP pegawai 

Kecamatan Lubuklinggau T1mur I pada Bulan Februari 2015 sebagai berikut: 
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.. ' 

No Nama/NIP 
Pangkal/ 

b ....... -TPP 
o.._ (IP) 

I HfNY FRRIANIY /196lJ71=1122Xll IV/a Ul.o uoo.oco 
2 TASLIM MUOA. S.SOS/196XOOS198.ml 005 IV/ a lll.b 2/XXJ/XJ) 

3 Snl FATIMAH/19~729198.m:DOI IIVD IV .a I.Am/XXJ 

4 AMRA WIJAYA!I9570.Sinll6041C03 IIVB IV.o I.Am/XXJ 

5 NOVA ffRIYANIV196SQ4CDI991.))9IOOI IIVB IV .a I.Am/XXJ 

6 OKTA VEUANA.SI'/1975 I 021:2008)32001 uvs IV .a I.Am/XIJ 

7 YUDHA PRANIA. Sf/1966121~::2006041002 IIVB IV.b 1.200/XXJ 

e DfSY ROSMASAR~ Uom/ 19671229 all (X) I 2 IIV8 IV.b ·= 
9 HERMAN/19.5Bll11197acBIC03 IIVC Slor 1/XIJIXIJ 

10 DINA MESALINAS.$/196:lCl.!lQ32:JIOOI:D31 IIVb star 1/XIJIXJJ 

II NIJAWATlSf/1~26aliiOI:a:D3 IIVa 'it or 1/XX)IXXJ 

12 SABARNA.Sf/19721 :a::6::200604:004 IIVo Slaf 1/XXJIXXJ 

13 HENISUSTINVI9770617a>100lal06 IVC Slat !ISJIXJ) 

14 OEVISEI'TIANA/19850910200012024 !Vd Sial !ISJIXJ) 

15 REVAMEUANA/196508.S:1Sall01all9 IVd Sial !ISJIXJ) 

16 SRIWAHYUNI IVa Slat !ISJIXJJ 

17 HARD! IVa Sial !ISJIXJ) 

J"ml•h :<0.650/XXJ 
---- ------ --

TABEl4.S. 
RINCIAN ~ENERIMAAN T~~ HGAWAI KECAMATAN lUBUKLINGGAU TIMUR I 

IU lAN fEIRUARI 2015 

lain 
lc*IT.._ 

Tit 
l1dolt ...... , 11dok AF'•I 

J-loh (l.ll') -- l•!ll 
Pagl ~ ... - (l.ll') (1!1) ''"' Cull 

lotiO 
Hall " Hall " Hall " K"" " Kol " 

2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a> • 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

a> 0 3 0 c 0 0 0 0 0 0 

a> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a> r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 3 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 

a> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a> 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 () 0 

llnclcan T" Jumlah 
Yong londa Tongan 

Jun'tloh Jumleh Dhrlm• 
Penouranoon P~on 

TPP Yong Pajolc PoJol 

~ - D~orlma 21 

0 2.AmWJ 120/XXJ 2,200/XXJ I 

0 2/XIJf:IYJ 100/XXJ 1,9\Xl/XJ) 2 

0 I.Am/XIJ 70/XX) IS$JIXXJ ~ 

3 42.0:0 1.358.0:0 67.900 1,290,100 4 

0 1,400t:XIJ 70/XX) l:r£)/XX) 5 

6 84.0:0 1.316t:XIJ 65.&:0 1,250,200 6 

0 1,200t:XJJ 60/XXJ 1,140/XXJ 7 

0 I.Xl:J= 60/XXJ 1,140= 8 

0 1/XIJ= !!i)IXIJ 950/XXJ 9 

4.5 45.0:0 955t:XIJ 47,750 ~7.250 10 

0 1/XXJ= SJIXXJ 950/XXJ II 

0 I /XX)= SJIXXJ 9:/JiJXJ 12 

0 8SJ.(XXJ !ISJIXJ) 13 

0 8SJ.(XXJ 850/XXJ 14 

0 !ISJ.IXO !ISJIXJ) 15 

0 650t:XIJ 650/XIJ 16 

0 850.000 850/XXJ I 7 

0 

0 

126iJXJ 20.479/JJJ 811.450 19,667,550 
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d. Pdaporu Absellsi pegaw1li 

Pada subbagian umum kecamatan maupun subba::,oian keuangan 

kecamatan memiliki fonn panduan Khusus untuk melakukan rekapitulasi data 

absensi serta penghitungan besaran dana TPP yang akan diterima oleh setiap 

pegawai kecamatan dan kelurahan. lnfonnan 5 dan 6 yang membidangi pembinaan 

dan pengawasan pega""ai dilingkungan Pemerintah Kota Lubuk.linggau juga 

menerima Japoran basil rekapitulasi absensi pegawai seluruh SKPD. Laporan 

tersebut diterima setiap bulannya sebagai bahan evaluasi masing-masing pegawai 

untuk urusan kepegawaian pegawai yang akan meminta rekomendasi untuk 

kenaikan pangkat., gaji berkal<4 izin belajar. maupun pengantar kepegawaian 

lainn:ya. 

Pemhuatan Japoran pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu bentuk 

monitoring terbadap implementasi kebijakan. ~'lonitoring dilal"llkan ketika sebuah 

kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan­

kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakubn tindakan perbaikan. 

sehingga mengurangi resiko yang lebih besar 

Tujuan dari mouitoring adalah (I) menjaga agar kebijalrnn yang serlang 

diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. (2) menemukan kesalahan 

sedini mungkin sebingga mengurangi resiko yang lebih besar, dan {3) melakukan 

tindakan modifikasi terbadap kebijakan apabila basil monitoring mengharus kan 

tmtuk itu. \Subarsono.1005:114). 

Sesuai dengan pedoman dalam Buku Petunjuk Teknis pemberian TPP. 

kecamatan dan satk.er lainl!)'a mempu!lyai kewajiban untuk. membuat laporan 

pelaksanaan program TPP sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki 
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secant berjenjang kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepada dinasfinstansi 

Inspektorat Kota Lubuklinggau. 

Kegagalan dalam penyusunan atau pembuatan laporan dapat disebabkan 

oleh: ( 1) kemampuan pelaksana yang kurang. tidak tabu kalau barns membuat 

laporan pelaksanaan program, (2) tidak ada monitoring atau tagihan lapo~ (3) 

Fonnat laporan yang tidak baku dan tidak jelas bentuk laporan, dan {4) Tidak ada 

batas waktu pembuatan laporan. 

Pembuatan laporan merupakan kewajiban dan tanggung jawab instansi 

dinas I satker kota danpemerintah keonnatan. Laporan dapat digunakan untuk 

evaluasi pelaksanaan program yang sedang beJjalan agar sesuai dengan tujuandan 

sasaran yang dik:ebendaki, dan dapat dila1mkan perbaikan jika pelaksanaan program 

terlalu jauh melenceng dari tujuan dan sasaran program 

3. Dampak daa Kiaerja 

a. Disiplilt Pegawai 

Disiplin adalah bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan 

yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguban tim kerja di dalam 

organisasi. Tmdakan disipliner menuntut suatu hukuman terbadap pegawai yang 

gagal memenuhi standar-standar yang ditentukan.. Tmdakan disipliner yang 

efektif terposat pada perilalll pegawai yang saJah, tidak pada pegawai 

secara pribadi. 

Menurut Alex S. Nitisemito (1984:119-123) ada beberapa hal yang dapat 

menunjang keberbasilan dalam pendisiplinan karyal\"311 yaitu: 
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I. Ancaman 

DaJam rangka menegakkan kedisiplinan kadang kala perlu adan)a 

ancaman meskipun ancaman yang diben"kan tidak bertujuan untuk 

menghukwn. tetapi lebih bertujuan untuk mendidik supaya bertingkah 

laku sesuai dengan yang kita barapkan. 

2. Kesejahteraan 

Untuk menegakkan kedisiplinan maka tidak cukup dengan ancaman 

saj~ tetapi perlu kesejahteraan yang cukup yaitu besamya upah yang 

mereka terima. sehingga minimal mereka dapat hidup secara la)ctk. 

3. Ketegasan 

Jangan sampai kita membiarbn suatu pelanggaran yang kita 

ketahui tanpa tindakan atau membiarkan pelanggaran ter..ebut 

berlarut-larut tanpa tinda.kan }"allg tegas.. 

4. Partisipasi 

Denganjalan memasukkan unsur partisipasi maka para karyawan 

akan merasa bahwa peraturan tentang ancaman hulmrnan adalab 

basil persetujuan bersama. 

5. Tujuan dan Kemampuan 

Agar kedisiplinan dapat mlaksanakan daJam praJmk, maka 

kedisiplinan hendaknya dapat menunjang tujuan perusahaan serta 

sesuai dengan kemampuan dari karyawan. 

6. Keteladanan Pimpinan 

Mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menegakkan 

kedisiplinan sehingga keteladanan pimpinan hams diperbatikan. 
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Pada 1ahap ini fungsi pengawasan kepega"'71ian yang melekat di SKPD 

seperti pada BK.D dan lnspektorat selalu mal::simal memonitoring pelaksanaan 

pemberian tambahan pengbasilan pegawai dengan acuan nilai disiplin pegawai 

dan kinelja pegawai didasarkan pada tingkat kehadiran serta penilaian atasan 

(pengawasan melekat) masing kepala SKPD berdasarb.n aturan kepegawaian 

yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1010 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. Dilanjutkan membuat laporan pelaksanaan progmm pemberian TPP 

sesuai dengan tugas dan wewenang }711lg dimiliki dari segi administrasi absensi 

kedisiplinan dan secara administrasi pelaporan keuangan. 

Berdasarkan infotman 8 bahwa pengawasan pada kelurahan berdasarkan 

PP 53 Tabun 2010 tersebut berada pada atasan langsung yakni Lurah, dengan 

jumlah pegawai berikut seklur dan kasi kelurahan yang berjumlah rata-rata tiap 

kelurahan 8 sampai dengan 9 pegawai maka kendali pengawasan tingkat disiplin 

pegawai masih efel-tif Namun kadang kala masih sering dijumpai berbagai 

macam alas an pegawai tersebut bcrbalangan hadir yakni karena sakit, urusan 

keluargaf'JZin serta alas an Jainnya.. Hal tersebut sebagai konsekwensinya 

berimbas pada per.;entase pemotongan TPP pegawai yang bersangkutan per hari 

dengan kisaran potongan yakni : 

•!• Tidak masuk kerja tanpa keterangan 

•!<- Tidak mengil'llti apel pagi 

•!• izin sakit tanpa keterangan dol"ter 

•!• Izin tidak masuk kerja urusan keluarga 

=4% 

=1% 

=1,5% 

=1~% 

=I% 
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Selain pemberlak:uan persentase pemotongan tersebut diatas apabila 

tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas maka dikenai sanksi sesuai dengan 

pelanggaran berdasarbn PP 53 tahun 2010_ 

b. Prestasi Kerja 

Istilah prestasi kerja sering kita dengar atau sangat penting bagi sebuah 

organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya..Dalam konteks 

pengembangan somber daya manusia prestasi kerja seorang kal}'a\\:'30 dalam 

sebuah perusabaan sangat dibutubkan untuk mencapai prestasi kerja bagi 

karyawan itu sendiri dan juga untuk keberbasilan perusahaan. 

Prestasi kerja adalah hasil kerja seseorang k:ary11wan selama periode 

tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya stanc:lanL 

target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati 

bersama..Prestasi kerja merupakan basil kerja seseorang karyawan selama periode 

tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya standa:nL 

target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati 

bersama. 

Malayu S.P. Hasibuan (2008 : 94), menjela.skan ~Prestasi kerja adalah 

suatu basil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarbn atas kecabpan dan kesungguban serta 

waktu. Adapun menurut T. Hani Handoko (2007 : 135), dalam mengungkapkan 

se~oai berilrut :""Prest.a.si kerja adalah suatu basil kerja yang dicapai organisa:;i 

mengevaluasi atau menilai k.aryawannya,., 
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Dari bebernpa pengertian prestasi kelja di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa prestasi kerja adalah basil ketja seseorang berda.sarkan beban tanggung 

jawab. 

lndikator prestasi kerja adalah : 

I. Kualitas 

2. Kuantitas 

3 _ Pelaksanaan tugas 

4. Tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

Berdasarkan informan 1 dan 8 didapat data bahwa masih banyak 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya baik dikantor kecamatan maupun 

kdurnban belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 

masing-masing ditambah dengan kegiatan dan progam baik dari kecamatan dan 

kelurahan.Ketidakmampuan dan ketidakmauan masih menjadi fuctor penyebab 

masih rendahnya prestasi pegawai.Masin rendabnya kesadaran individu dalam 

bekaja, kurnngnya insiatif serta masih banyak ditemukan pegawai yang masuk 

karena factor absen saja.Hal tersebut ditandai dengan masih sering terlambatnya 

penyampaicm laporan-laporan dari kelorahan kepada kecamatan atau SKPD 

Jainnya. Oleh karena itu pemberian TPP sangat diharapkan dapat memompa 

semangat pegawai daJam bekerja dan berkarya -.ebagai abdi Negara.. 

c. Kesejaltteraaa pegawai 

Salah .satu tujuan diberikannya TPP adalah untuk menin~atkan 

kesejahteraan PNS!CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota LubukJinggauJ)alam 

UU 13.12003 memberikan pengertian tentang kesejahteraan pekerja, yaitu ~uatu 

pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah. 
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baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak 

langsung dapat mempertinggi produktiYitas kerja dalam lingkungan kerja yang 

aman dan sehat. 

Program kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaaJL, lembaga atau 

organisasi pada pegawainya hendaknya bermanfaa~ sehingga dapat mendorong 

tercapainya tujuan perusahaan yang efektif.Program kesejahteraan karyawan 

sebaiknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan 

tidak melanggar peraturan pemerintah. 

Menurut Moekijat (2000: 174-175). tujuan pemberian program 

kesejahteraan pada perusahaan .Yang mengadakan program kesejahteraan terdiri 

dari dua yaitu bagi perusahaan dan pegawai. 

I. Bagi Pemsahaan 
a Mengurangi perpindahan dan kemangkiran 
b. Meningkatkan semangat ke:rja pegawai 
c. Menambah kesetiaan pegawai terbadap organis3si 
d. Menambah peran serta pegawai dalam masalah-masalah 

organisasi. 
~- Mengurangi keluhan-keluhan. 
f. Mengurangi pengamh serikat pekeja 
g. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam hubungannya dengan 

kebutuhannya pn'badi maupun kebutuhan sosial. 
h. Memperbai!ci hubungan masyarakat 
1. Mempennodab usaha penarikan pegawai dan mempertahankan. 
J. Merupakan alat untuk meningkatkan kesehatan badaniah dan 

rohaniah pegawai 
k. Memperbaiki kondisi ketja 
l. MemelihaJa sikap pegawai yang menguntungkan terhadap 

pek.etjaan dan lingkungannya 

2. Bagi Pegawai 
a memberikao kenikmatan dan fasilitas yang dengan cara lain tidak 

tersedia atau yang tersedia dalam bentuk yang lrurang memadai. 
b. Memberikan bantuan dalam memecahkan suatu masalah-masalah 

perseorangan. 
c. Menambah kepuasan ketja 
d. Membantu kepada kemajuan perseorangan. 
e. Memberikan alat-alat untuk dapat menjadi lebih mengenal 
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pegawai-pegawai lain. 
f. Mengurangi perasaan tidak aman. 
g. Membcrikan kesempatan tambahan untuk memperoleb status. 

Berdasarkan uraian diatas tcrlihat ada dua pihak yang berkepentingan 

langsung terhadap program kesejahteraan yaitu pihak organisasi dalam hal ini 

pemerintah Kota Lubuklinggau dan juga pihak peoe3wai. Bagi pemerintah 

kotaprogram kesejabteraan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang mengarah 

pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan bagi pegawai adalah terpenuhinya 

kebutuban-kebutuban mereka. Pemberian kesejahteraan pegawai sangat berarti 

dan bermanfaat bagi pemerintab dan pegawai. Bagi pegawai pemberian 

kesejahteraan bennanfuat untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis 

antara instansi pemerintah kota denganpeoo3wai, meningkatkan semangat kerja 

pegawai,. disiplin kerja, dan sikap loyalitas pega\\'1li terbadap pemerintah. 

Program ~jabteraan pega·wai sangat pemting demi terwujudnya tujuan visi dan 

misi Pemerintah Kota Lubuklinggall, namun program kesejabteraan pegawai 

harus disusun berdasarkan pcraturan yang ada, berdasarkan asas keadilan dan 

kelayaka~ dan berpedoman pada kemampuan keuangan daerah. 

Oleh karenu itu program pemberian tambahan penghasilan pegawai 

sesuaa dengan Peraturan Walikota Lubuldinggau Nomor 50 Tahun 2013 

sangatlah berpengaruh terbadap kesejahteraan pegawai. 

Namun berd.asarkan infonnan 7 dan 8 bendaknya pada posisi jabatan 

yang memiliki resiko atau beban kerja yang tinggi hendclmya juga lebih 

diperhatibn khususnya pada jabatan Lurah dan CarnaL Karena beban kerja yang 

dinilai sangatlab rentan serta bersioggungan Iangsung dengao ma..cyarakat selama 

24 jam tidak hanya dikantor namuo kadangk:ala dirumab pun masih melalrukan 
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pelayanan terbadap masyarakat diluar jam dinas atau jam kelja. Sampai dengan 

saat ini kriteria pemberian TPP berdasarkan beban kelja hanya bedaku pada 

beberapa SKPD tidak secara keseluruhan. Sampai dengan revisi besaran nilai 

pemberian TPP pada tahun 2015 untuk jabatan Lwah dan Camat masih dibawah 

standar dari SKPD yang dibenbn TPP khusus karena beban kelja. 

d. Pelayaaaa yaag meaiagkat 

Selain untuk meningkatkatkan kesejahteraan pegawai tujuan pemberian 

TPP yalrni dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terbadap masyarakat 

khususnya dalam wilayah Kecamatan Lubuklin&,oau Timur I. Beberapa 

pelayanan yang ada di kelurahan maupun di kecarnatan seperti pembuatan 

pengantar KTP, ~ Aktt; pengantar m"kah, 1MB, serta beberapa pengurusan izio 

lainnya selagi memenuhi persyaratan maka masyarakat ak.an dilayani dengan 

maksimal serta bebas dari pengutan liar. hal tersebut sesuai dengan infonnan 8 

dan 9 yak.ni dengan motto "Senyum" Semuanya Untuk Masyarakat" akan 

rnelayani sepenuh hati. 

C. PembahUS~a 

Berikut akan dibahas mengenai implementasi Peraturan Walikota tentang 

pemberian TPP terhadap pegawa.i di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau 

khususn}'3 pada Kecamatan Lubuklinggau Timor I untuk menjawab pertanyaan 

penelitian pertama yaitu bagaimaoa proses iruplemenllisi Peraturan W alikota 

Lubuldinggau Nomor 50 Tahun 2013 dilingk.ungan Kecamatan Lubuklinggau 

Timor I~ kedua Bagaimana tingkat disiplin dan kinetja PNS dan CPNS 

dilingl-ungan Kecamatan Lubuklinggau Tunor 1, ketiga Fak.tor-faktor apa saja yang 

uo 

16/41823.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



mendul'llllg dan mengbambat dalam pelaksanaan implentasi peraturan walikota 

tersebut terutama daJam hal pelayanan terbadap masyarakaL 

Dalam Penelitian ini peneliti men&,ounakan teori Ripley & Franklin 

yang mengemukakan tiga variabel yang dikaitkan pada Implementasi Peraturan 

Walikota terhadap pemberian TPP yalmi sebagai beril..u : 

1. Kepatuhan 

Pada variabel k.epatuhan adapun indikator yang digunakan terk.ait 

dengan implementasi kebijakan pemberian TPP adalah pada tahapan 

perencanaan dan tahapan penga"'"3S3DJ»ada tahapan perencanaan yakni dimulai 

dari tahapan inventarisasi pegawai dimana dimulai dari mengelompokkan 

pegawai bemla.sarkan pangkatlgoiongan set1a jabatan struktural pegawai tersebut 

berdasarbn eselon. Peneliti mewawancarai informan di k.ecamatan dalam hal iDi 

Sek.retaris Camat selakn Pembina k.epegawaian di k:ecamatan.Berda.sarbn uraian 

diatas yaJmi jwnlah pegawai pergolongan (non struktural) serta pejabal 

~ maka bisa dilibat besaran jumlah nilai tambaban penghasilan pegawai 

perlrulannya untuk SKPD Kecamatm Lubuklinggau Tunur l.Sekretaris Carnal 

melakukan inventarisir pegawai melalui sub bagian umum sekretariat 

kecamatan.. 

Selanjutnya sosialisasi dilalrukan dengan me:tgumpulk.an lmab-lurah 

yang berada dalam wi1ayah Kecamamn Lubuklinggau Tmmr 1 sesuai dengan 

basil \\'a\\-"3DC3l'a dengan Lurah ser1a pegawai k.ecamatan dan kelwaban. Setelah 

dilaksanakan sosialisasi ditingkat kota se1anjutnya diterusk.an kepada k.ecamatan 

dan kelwaban baik secara lisan dalam Rapat Koordinasi ditingkat kecamatan 
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maupun melalui edaran tertulis Peraturan \Valikota tersebut. 

Tingkat kepatuhan pegawai pada tahapan pengawasan merupakan ha! 

pokok yang amat penting sebagai indikator da.'\31" pembayaran TPP 

pegawaLPengawasan pegawai dilaksanakan oleh SKPD lnspeL.1:ornt Kota 

Lubuldinggau selaku pibak monitoring pelaksanaaan pemberian TPP 

tersebut.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 atasan 

langsung adaJah yang melaksanakan pembinaan disiplin pada pegawai 

tersebutDalam hal ini ini untuk di kecamatan yakni carnal dan pada unit tedecil 

yakni dikelurahan dilaksanakan oleh Lurah.Peranan inspektornt melaksanakan 

monitoring pengawagn secara keseluruhan salah satunya adalah pemberian 

TPP. 

Adapun setiap infonnan pega"'ai kecamatan dan kelurahan sebagian 

besar tidak mengetahui dengan pasti Peraturan Walikota Nomor berapa untuk 

dasar pembayaran TPP.Hal ini sangat bertolak belakang dengan nilai besarar! 

TPP yang mereka terima setiap bulannya, yakni tabu secara rinci hitungan 

jumlah berdasarbn golongan yang bersangl"lltan. 

lnfonnan juga mengetabui jadwal jam masuk dan pulang kerja sesuai 

dengan edaran yang diedarkan oleh pemerintah Kota •~ubuklinggau. Namun 

kadangkala sering ditemui pegawai }'ang pada jam-jam tertentu keluar kantor 

dengan alas an pekerjaan atau alas an keluarga. Tmgkat disiplin kepatuhan 

pegawai juga berdasarkan system absensi fingerprint yang telah ada di kantor 

kecamatan dan selurub kelurahan dalam l\'ilayah Kecamatan Lubuklingpu 

Timur 1 sesuai dengan yang disampai"kan oleb informan bahwa system absensi 

dinilai telah sesuai dengan dasar pelaksanaan pemberian TPP. Yakni masing-
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masing pegawai seluruhnya telah teridentifikasi identitasnya melalui absen 

forgerprintdeteksi pada wajah (kamera) serta sidik jari pega"ai yang 

bersangkutan. Hal tersebut meminimaJisir tingkat kesalahan pada pembayaran 

TPP pegaV11'3i. 

2. Rutini1as Fungsi 

Adapun untuk variabel rutinitas firngsi }"31mi pada tahapan proses 

pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota tersebut yakni dilihat dari 

indikator kelancaran fungsi yang mendukung pelaksanaan pemberian TPP. 

Dimulai dari tabap:m kelengkapan sarana dan prasaran penunjang dalam hal ini 

informan sebagian besar memberikan masukan kepada kecamatan kbususnya 

pemerintah kota lubuklinggau untuk lebih melengkapi jumlah pernlatan absen di 

setiap SKPD tennasuk selmub kantor kelurahan di linglrungan Pemerintah Kota 

Lubuldinggau agar tidak terjadi kecemburuan social antara pegawai 

kecamatanl1relurahan yang satu Jen~ yang lainnya.. 

Peranan petugas operntor sangatlah besar dalam hal melaksanakan 

rekapitulasi data ab5en tiap kelur.ilian persatu bulan sekali dalam hal ini 

Jangsung dimonitor oleh sekretaris camat. Rekapan absen secara print out 

langsung hanya bias diakses oleh petugas operator di kecamatan. Adapun 

sebagai data pembanding juga disampaiakan rekap absensi pegawai secara 

manuol tertulis sebagai laporan keadaan pegawai perbulannya.. Kerjasama serta 

koordinasi antara sub bagian umum dan keuangan kecamatan yakni dalam hal 

pelaksanaan pengajuan dana TPP. Hasil rekapitulasi absen secara keseluruban 

yang dihitung berdasarkan tingkat kebadiran ser1a ketaatan dalam melaksanakan 

apel pagi dan son; data tersebut disampaikan pada sub bagian keuangan untuk 
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dilal"Ukan penghitungan besaran jumlah TPP yang akan diterima oleh masing­

masing pegawai sesuai dengan Keputusan Walik.ota yang mengatur tentang 

besaran nilai TPP pegawai. 

Sesuai ~ data yang diterima dari informan Kepala BPKAD Kota 

Lubuklinggau bahwasanya proses pengajuan pencairan dana TPP untuk masing­

masing SKPD tergantung dari basil pt"nghitungan akhir dari usulan masing­

masing SKPD. adapun besarannn}-a tidaklah sama antara bulan ini dengan bulan 

sebelumnnya karena dihitung berdasarkan tingkat kehadiran pegawai SKPD 

tersebut. Kemudian di proses dan dilalrukan verifikasi data oleh BPKAD barulah 

Bendabara Umum Daerah dalam hal ini adalah Kepala BPKAD Kota 

Lubuklinggau mengeluarkan SP2D untuk pencairan TPP di Bank Pemerintah 

(Bank Sumsel babel). 

lnfonnan juga men_yampaikan bahwa kadangkala pada saat proses 

pencairan sang;:d:lah lama waktun)'-a.. Karena proses verifikasi y-ang diJaksanakan 

belumlah maksimal. Kadangkala bendahara barns bolak-balik. untuk 

mempabaiki kesalahan pada penghitungan besaran nilai TPP.Hendalrnya SKPD 

terkait harus Jebih maksimal memberikan petunjuk teknis dalam hal 

penghitungan pembayaran TPP agar waktu pencairan tidak memakan waktu 

yang lama.. 

Model pembayarnn TPP sebagian besar sudah sesuai dengan }-ang 

diinginkan oleh seluruh informan pegawai yalrni setiap bulannya karena dalam 

hal pengawasan atau koreksi paea penghitungan TPP akan lebih mudah di 

evaluasi oleh sub bagian keuangan kecamatan untuk menghindari complain 

pegawai dikemudian hari 
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3. Dampak dan Kinerja 

Pada variabel dampak dan k.inerja indikatomya yakni pada tahapan 

penga'\\'3Sall dan evaluasi, dimulai dari kesesuaian antara disiplin kerja dengan 

TPP yang diterima dihitung sesuai dengan Keputusan Walikota dengan jumlah 

pemotongan disesuaikan dengan print out absensi serta data absensi manual 

sebagai pembanding. Tingkat disiplin pegawai untuk kehadiran dinilai sangat 

signifikan peningkatannya setelah diben"kannya TPP, namun dalam hal kinerja 

belum terlihat perubahan yang maksimal. Hal tersebut sesuai dengan infonnan 

peneliti yakni Lmah daJam wilayah Kecamatan Lubuldinggau TJJDur I, Kepala 

BKD kota Lubuklinggau serta lnspektur Kota Lubuklinggau. Banyak pegawai 

yang apabila dilaksanakan inspek.si mendadak I sidak sering ditemui tidak hadir 

atau tidak ada ditempat kerjaBegitu pula dengan prestasi pencapaian kegiatan 

program serta laporan yang disampaikan masih sering ditemui keterlambatan 

penyampaian.. 

Dampak yang sangat dirnsakan dalam pemberian TPP adalah tingkat 

kesejabteraan pegawai yang meningkat. Berdasaikan informasi dari inforrnan 

Sekretaris Daernh Kota Lubuldinggan diharapkan dengan diberikannya 

rangsangan tambahan penghasilan pegawai diluar honorarium yang diterima 

oleh masing-masing ~""'" diha:rapkan pela}110an terhadap masyarakat 

diharapkan dapat maksimaJ sebagai abdi masyarakat dan Negara.. 

Berdasarkan infonnasi dari infurman Sekretaris Camat Beberapa 

program dalam hal peningkatan pelayanan terhadap masyarakat daJam wilayah 

Kecamatan Lubuklinggau Timor I yakni program SENYUM (semuanya untuk 
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masyarakat) dimana dalam memberikan pelayanan terbadap masyarnkat pertama 

kali harus senyum daJam artian ramah serta cepat daJam mclayani masyarakaL 

program lainnya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yakni 

senam bersama masyarakat, kegiatan senam bersama masyarakat dan pegawai 

kecamatan kelurahan sdiap hari jumat dan rabu. berbagai macam perlombaan 

yang Jangsung men:yentuh masyarakat. 

Pada tahapan pengawasan yalmi berdasarkan PP Nomor 53 tentang 

disiplin pegawai atasan langsung bertanggungjawab terbadap pengawasan pada 

masing-masing SKPD daJam hal pelaksanaan pengawasan di kecamatan 

dilaksanakan secara berjenjang Sekretaris Camat serta Camat. untuk dikelurahan 

yakni Lorah yang bersangl..mm. 

Monitoring evaluasi secara langsung perbulan secara berk.ala 

dilaksanakan oleh lnspektorat Kota Lubuldinggau. Hal tersebut akan menjadi 

baban serta masukan kepada camat maupun Iorah terbadap kinerja pegawai 

kecamatan dan keluraban apakah yang bersangkutan layak atau tidak menerima 

tambaban penghasilan pegawai berdasarkan laporan basil absensi fingerprint 

serta basil monitor .kebadiran peg,awai pada setiap kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan oleh kecamatan maupun ditingkat Pemerintah Kota Lubuldinggau. 
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A. Kesimpalaa 

BABV 

KESLI\IPULAL~ DA."" SAR-\.1~ 

Program pemberian TPP direncanakan pada tahun 1013 oleh Walikota 

Lubuklinggau dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan 

meningkatkan produlctifitas serta kinerja pegawai Pemerintah Kota Lubuklinggau.. 

Program pemberian TPP ini digulirkan juga untuk. mengurangi 

kesenjangan antara pegawai fungsiooal pendidikan ( guru sertifikasi ) dan pegawai 

strul..-turaL selain itu juga program ini diciptakan sebagai stimulus dan pengbargaan 

untuk para pegawai. 

Pelaksanaan program pemberian TPP ini diberlakukan setelah 

ditetapkannya Peraturan Walikota Lubuldinggau No 50 tahun 2013 tentang 

pedoman pemberian TPP bagi PNS dan CPNS di lingktmgan Pemerintah Kota 

Lubuklinggau dan efektif diterapkan pada tabun 2014. 

Penelitian ini banya membahas sampai sejauh mana implementasi 

Pcraturan Walikota Lubuldinggau No 50 ta.Oun 2013 dalam penerapannya di 

lingklmgan Pemerintah Kota Lubuklinggau.. 

I. Pelaksanaan program i m p I e m e n t as i pemberian TPP di kota 

Lubuldinggau beljalan dengan baik, lancar dan tertib. Tahapan 

pel&ksanaan program TPP di Kota Lubuklinggau dimulai dari tahap 

perencanaan.. proses pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota 

kemudian tahap pengawa.san dan evaluasi. Tahap perencanaan telah 

dilaksanakan dengan baik sampai tingkat keca.mata.n, namun ada 
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beberapa unit kerja kecamatan yang tidak menindaklanjuti dengan 

mengadakan sosialisasi di ting,kat kelurahan.. Materi yang disampaikan 

sudah lengkap, terutama masalah penghitungan TPP. T ahap Proses 

pelaksanaan telah dilakukan dengan baik namun belum maksimal , pihak 

kecamatan melakukan veriflkasi data pegawai melalui lurah di wilayah 

masing - masing kemudian dilegalisasi oleb lurab yang bersanglrutan dan 

dicocokkan dengan database pegawai kecamatan. Pencairan dana 

pemberian TPP sesuai dengan juklak dan juknis yang terdapat dalam 

Perwal No 50 Tahun 2013 dilal"Ukan secara periodik per 3 bulan. Pihak 

kecamatan selaku pemegang anggaran kelurahan mengajukan usulan 

pencairan pemberian TPP ke BPKAD berdasarkan dari perhitungan 

absensi dan rekapitulasinya serta pembuatan laporan dapat digunakan 

untuk evaluasi pelaksanaan pro~ namun pembuatan laporan ada 

yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan . Hambatan yang 

teJjadi dalam penyusunan atau pembuatan laporan adalab : (I) 

kemampuan pelaksana yang l-uran& tidak tabu kalau hams 

membuat 1aporan pelaksanaan ~ {2) tidak ada monitoring atau 

tagihan laporan, (3) Fonnat Japoran yang tidak baku dan tidak jelas 

bentuk laporan, dan {4) Tidak ada batas waktu pembuatan laporan. 

Tabap pengawasan dan evaluasi telab dilaksanakan dengan baik namun 

perlu peningkatan penga"<'3San terbadap disiplin pegawai tidak hanya pada 

ulruran disiplin pada tingkat kebadiran namun juga dilibat dari kinerja dan 

prestasi kerja pegawai yang bersangk~ perlu pembinaan kepegawaian 

dengan berkoordinasi dengan SKPD pengawas yakni BKD dan lnspektorat 
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agar PNS!CPNS dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas pokok 

dan fungsinya serta bersinergi dengan ,.,isi dan misi Pemerintah Kota 

Lubuklinggan serta tagline BJSA (brain. innovation. speed, & 

accountability ). 

2. tingkat disiplin dan kinerja PNS dan CPNS dilingkungan Kecamatan 

Lubuklinggau Tmmr 1 setelah dilaksaoakan sosialisasi berdasarkan 

Peraturan Walikota tentang pemberian TPP belum berjalan dengan baik. 

karena masih minimnya pengawasan dari SKPD terkait. Untuk mendul.'lJilg 

hal tersebut SKPD Kec Timor I pada tahun 2015 melengkapi system 

absensi pega~1li mengggunakan mesin fingerprint dalarn rangka 

meminimalisir tingkat kesalahan pada system absensi manual. Namun 

kadangkala berbitan dengan kinelja masih ditemui pegawai kecamatan 

kelurahan yang belum maksimal dalam bekelj~ pengamatan di lapangan 

bahwa pegawai setelah melaksanakan absen seringkali petgi keluar kantor 

untuk urusan pnl>adi atau kelumga. Sehingga dalam beberapa pelaporan 

kegiatan sering 1erlambat pen:yampainnya. 

3. Beberapa faktor yang mendul.'lmg dalam pelaksanaan implementasi 

Peraturan Walikota Tersebut antara lain : 

a. Tersedianya dana APBD yang mendukung pelaksanaan program 

kesejahteraan pegawai tersebut 

b. Komitmeo Kepala Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pega\\-ai 

di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau 

c. Kesiapan aparatur pelaksana daJam hal ini antara eksekutif dan legislatif 

d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yakni system absensi 
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A.Saru 

Adapun beberapa fuktor yang menghambat antara Jain : 

a. Rendahnya budaya ke1ja dan moti\,asi pegawai dalam bekerja 

b. Belum bersinerginya antara peo::Jtwai pelaksana dengan komitmen 

pimpinan 

c. Belum adanya SOP untuk mengukur kinerja pegawai 

d. Perlunya pembinaan dalam hal penyusunan Japoran administ:Jasi 

pengajuan TPP 

Berkaitan deugan pelaksanaan program pemberian TPP. hal-hal yang 

perlu Penulis rek.omendasikan yaitu : 

I. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan di forum resmi dengan 

komitmen dan keterampilan pelaksana yang tinggi, materi yang 

disampaikan hams lengkap dan detaiL sehingga dapat diterima Pegawai 

dengan jelas. 

2. Proses yerifik:asi data barns dilaksanakan di semua desalkel~ ka.~a 

tujuan verifikasi data adalah untuk memperbaiki dalobase pega"''ai. Data 

tersebut dapat digunakan tidak banya untuk: pemberian TPP, tapi juga bisa 

digunakan untuk program lainnya., system absensi kepegawaian hendaknya 

menggunak:an system online terkoneksi dengan SThfPEG, pencair.m dana 

seharusnya dilakukan perbulan dikarenak.an jika dilakukan per 3 bulan 

perekapan ba.sensi menjadi lebih kompleks dan mudah untuk di manipulasi 

serta pembuatan laporan agar lebih diperjeias baik format laporan 

maupun batas waktu pelaporan. Demikian juga pengiriman 

Japoran tidak hanya kapada atasan saja,. melainkan juga memberi tembusan 
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kepada instansi terkait yang terlibat dalam tim unit pelaksana program 

(UPP) dan tim koordinasL 

3. T ahap pengawasan dan evaluasi perlu peran serta stakeholder SKPD terkait 

yalmi koordinasi dan komunikasi terbadap peningkatan disiplin. prestasi 

kelja dan kinerja pegawai kecamatan terutama dalam hal pelayanan 

terbadap masyarakat. Dan yang paling penting adalah dengan program 

pemeberian tambahan penghasilan pegawe1i dapat menumbtilikan semangat 

pegawai dalam berkelja dan memberikan pelayanan. 
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Lampiru 1. 
PEDOMAN WAW ANCARA 

A. \Yawancara kcpada Walikota Lubllldinggaa 

I. Apa yang menjadi latarbelakang pemberian Tambahan Pengbasilan 

Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuldinggau 

1. Bagaimana proses penetapan Peraturnn Walikota yang menjadi dasar 

penetapan pemberian TPP 

3. Bagaimana bentuk pengawasan internal dan monitoring pelak.sanaan 

pemberian TPP 

4. Harnpan atas diberikannya TPP ter:badap kinerja PNS!CPNS di 

Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk.linggau 

B. WawaiiC2nl kepada Sekrdaris Daerah Kota Lubaldiaggau 

I Apakan inventarisasi pegawai berdasarkan e--...elon., pangkat dan golongan 

telah dilak.sanakan oleb SKPD terkait 

2 Bagaimana Pelaksanaan Verifikasi Data Pegawai )llg menerima TPP 

3 Apakab selumb SKPD telah melaksanakan sosi::tlisasi terbadap Peraturan 

Walikota tentang pemberian TPP 

4 Apakah pemotongan pemberian TPP berdasaikan kriteria kehadiran 

pegawai sudah efektif 

5 Langkah apa saja yang telah ditetapkan dalam system monitoring absensi 

pegawai 

6 Sejaubmana kepatuban pegcm;"ai terl1adap pemberian TPP 
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C. Wawaacara terbdap Kepala Jbpedda Kott Labaldinggau 

1. Kendala apa saja yang ditemui dalam perencanaan penyusunan Peraturan 

Walikota yang menjadi dasar pemberian TPP 

2. Apakah terdapat kesesuaian terbadap system pembayaran serta system 

pemotongan TPP 

D. Wawa~~C~nt tcrbcbp Kepa.la BPKAD Kota Lubakliaggau 

1. Bagaimana system pemberian TPP terbadap Keuangan Pemerintah Kota 

LubukJinggau 

2. Apakah yang menjadi pedoman terbit dikeluarkannya Peraturan 

Walikota tersebut 

3. Apakah system pembayaran telah berjalan sesuai prosedur 

4. Apakah sosialisasi laporan rekapitulasi pembayaran TPP berdasarkan 

system absensi pegawai masing-masing SKPD telah dilaksanakan,. 

5. Apakah ada pembinaan telmis kepada bendahara SKPD terbadap 

penghitungn pembayaran TPP 

6. Apasaja kendala yang dihadapi terhadap kesesuaian system laporan 

absensi dengan pembayaran 

1. Ragamana system pemba}'31311 yang tepat, apakah setiap bulan atau 

pertriwulan pemba)"313ll 

E. Wawa~~Cm~ terlladap IRSpektar Kota Labukliaggau 

I. Apakah pelaksanaan inventarisasi pegawai tclah dilaksanabn dengan 

baik 

2. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang telah dilaksanakan 

3. Apakah telah terdapat kesesuaian antara system absensi terhadap 
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pembayaran TPP 

4. Apa saja kegiatan pembinaan tcrbadap operator dimasing-masing 

SKPD 

5. Apakah telah terdapat kesesuaian antara pelaporan rekapitulasi 

absensi dengan pembayaran TPP 

6. Apakah telah terdapat kesesuaian antara tingkat disiplin kerja dengan 

pemberian TPP 

F. WawaBcara trrltadap Kepa)a BKD Kota LabukliBggaa 

Apakah pelaksanaan in\'entarisasi pegawai telah dilaksanakan dengan 

baik 

2 Bagaimanakah bentuk penga-wasan yang telah dilaksanakan 

3 Apakah telah terdapat kesesuaian antara system absensi terbadap 

pembayaran TPP 

4 Apa saja kegiatan pembinaan teriJadRp operator dimasing-masing 

SKPD 

5 Apakah telab terdapat k.esesuaian antara pelaporan rek.apitulasi 

absensi dengan pemba}aran TPP 

6 Apakah telah terdapat kesesuaian antara tingkat disiplin kerja dengan 

pemberian TPP 

G. Wawaacara terltadap Sekretaris Camat 

L Apakah tahapan sosialisasi Peraturan \Valik.ota telah dilaksat.akan 

k.epada seluruh kelurnhan dalam ~ilayah Kecamatan Lubuklinggau 

Timur 1 

2. Bagaimana keadaaan jumlah ~wai yang menerima TPP 
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berda.sarbn pangkat dan golongan 

3. Apakah semua pegawai mentaati jam masuk dan pulang kerja 

4. Bagairnanakab relevansi antara laporan absensi pegawai kelurahan 

:yang masuk di kecarnatan 1erbadap pemba)aran TPP 

5. Apakah sarana dan ~ penunjang system absensi telah 

terpenuhi 

6. Pembinaan apasaja yang diberikan terbadap operator absensi 

7. Apakah bendaharawan kecamatan telah rnenghitung pembayaran TPP 

dengan baik 

8. Apakah proses pencairnn dana TPP telah beljalan sesuai prosedur 

9. Apakah setelah diben"kan TPP seluruh pegawai dapat memenuhi serta 

melaksanakan tugaso pokok dan fungsi sesuai dengan program dan 

kegiatan SKPD dengan baik 

10. Bagaimanakah terbadap pemberian pelayanan terbadap ID3S)1ll3kat 

11. Apakah dengan pemberi211 TPP kesejahteraan pegawai meningkat 

12. Kendala apa saja yang dihadapi terkait dengan pemberian TPP 

B. Wawaacara terlaadap Larall 

1 Apakah tahapan sosialisasi Peraturan Walikota telah dilaksanakan 

kepada seluruh kdurahan dalam w:ilayah Kecamatan Lubuklinggau 

limur I 

2 Bagaimana keadaaan jumlah pegawai yang menerirna TPP 

herdasarkan pangkat dan golongan 

3 Apakah semua pegawai mentaati jam masuk: dan pulang kelja 

4 Bagaimanakah relewnsi antara laporan absensi pegawai kelurahan 
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yang masuk di kecamatan terbadap pembayaran TPP 

5 Apakah sarana dan prasarana penunjang system absensi telah 

terpenuhi 

6 Pembinaan apasaja yang diberikan terbadap operator absensi 

7 Apakah bendabarawan kecamatan telah menghitung pembayaran TPP 

dengan baik 

8 Apakah proses pencairan dana TPP telah berjalan sesuai pmsedur 

9 Apakah setelah diberikan TPP seluruh ~"ai dapat memenuhi serta 

melaksanakan tugaso pokok dan fungsi sesuai den~ program dan 

kegiatan SKPD dengan bal'"k 

10 Bagaimanakah terhadap pemberian pelayanan terbadap masyarak.at 

11 Apakah dengan pemberian TPP kesejahteraan pegawai meningkat 

12 Kendala apa saja yang dibadapi terkait dengan pemberian TPP 

L WawaaCU'2 terlladap sblf kea•ataa 

1. Apakah saudara mendapatkan dana TPP ~ 

l. Apakah menurut saudara TPP tersebut bermant3at dalam 

meningkatkau kesejabteraan 

3. Menurut saudara apakah besaran TPP tersebut cukup 
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l.Juapiraa 2. 
BASIL WAWANCARA 

DAFTAR '[! I. Apa yang menjadi latarbelakang pemberian Tambahan I 

I 
PERT ANY AAN ~ Pengbasilan Pega,,.Oli di Lingkung;m Pemerintah Kota . 

J II Lu~u . I 
1

\ J!1. ~ proses penetapan Pe~ Wahkota yang ' 
~ ii menJacb dasar pene1apan pemberian TPP ~ 
J/ i 3. Bagaimana bentuk pengawasan internal dan 
. ~ monitoring pelaksanaan pemberian TPP 

'i 4. Harapan atas diberikannya TPP terbadap kinerja 
It' PNSICPNS di Lingk:ungan Pemerintah Kota ! 
' Lubuk.linggau ~ 

·I 
DAFTAR 

1

1. yang menjadi dasar pemberian TPP adalah Permendagri I 
JAW ABAN Nomor 13 Tahun 2006 yang teJah diubah menjadi ! 

1 
Pennendagri Nomor 21 Taboo 201 I yang I 
melatarbelakangi pemberian TPP ini pada prinsipnya i 
merupakan retl'ard atau pengbargaan bagi para 
pegaw~ tentunya mekanisme pemberian ini diatur 
sed::mikian rupa dcng;m meb"batkan beberapa SKPD 
dan pibak terlcait lainnya seperti BPK dan BPKP agar 
tidak menyalahi peraturan pemerintah dan tentunya 
juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. I 

1. proses penerapan pemberian TPP ini terlebih dahulu 
ditelaah oleb BAPPEDA Kl"ta Lubuklinggau. mulai 
dari dasar pemberian. ketersediaan anggaran dan 
rnekanisme penyalurannya yang disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan daerah untuk dJ'"babas lebih 
lanjut di DPRD Kota Lubuldinggau.. Selailjutnya pibak 
DPRD melakuk.an konsultasi dan Koordinasi dengan 
Pemerintab Kota Lubuldinggan dalam hal ini dihadiri 
oleh KepaJa Sekretari.s Daernh, KepaJa BAPPEDA. dan 
Kepala DPPKA Kota Lubuhlinggau, setelab disepakati 
dan ditelaah lebib lanjut maka draft usu1an tersebut 
selanjutnya dibahas pada tingkat pansus dan langsung 
diagendakan untuk disabkan dalam paripuma kemudian 
baru ditindaklanjuti oleb bagian hokum sekretariat Kota 
Lubuk.linggau untuk dibuatkan Peraturan Walikotanya. 
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N0.2 NAMA 
JNFORWLAN 

DAFfAR 
PERTANYAAN 

DAFfAR 
JAWABAN 

Bentuk: pengawasan internal dan monitoring ~

1 pelaksa.oaan TPP ini pada prinsipnya ada 2 jenis yaitu 
pengawasan pelaksanaan pemberian TPP dan 
Pelaksanaan pencairan TPP _ Untuk pela.ksanaan '. 
pemberian TPP merupakan tan&:,oung jal¥ab dari 
masing - masing kepala SKPD melaporkan proses 
pelaksanaan dan pendistribusiannya kepada para 
pegawai untuk diserahkan ke bapak Walikota 
Lubuklinggau melalui Inspektorat, sedangkan proses 
pencairannya sudah terekam secara otomatis didalam 
aplikasi SIMDA Keuangan masing - masing SKPD 
da1am bentuk laporan realisasi an~ laporan ini 
yang akan diserabkan kepada Bapak Walikota melalui 
DPPKA Kota Lubuklinggau 

4. tentunya harapan kita degan diberikannya progaram 
TPP ini kepada para pegawai dapat meningkatkan 
kinerja dan disiplin aparatur pegawai dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dapat 
meningkatkan produktifitas dan kinerja mereka menjadi 
lebih baik dimasa }"311g akan datang 

Sekretaris Daerah 
H. Parigan 

I Apakan inventarisasi pega\\'ai ben:lasarkan eselon, 
pangkat dan go Iongan telah dilaksanakan oleh ~KF D 
terkait 

2 Bagaimana Pelaksanaan Vmflkasi Data Pegawai yng 
menerimaTPP 

3 Apakah seluruh SKPD telah melaksanakan sosialisasi 
terhadap Peraturan Walikota tentang pemberian TPP 

4 Apakah pemotongan pemberian TPP berdasarkan 
kriteria kebadiran pegawai sudah efektif 

5 l.angkah apa saja yang telah ditetapbn dabm system 
monitoring absensi pegawai 

6 Sejauhmana kepatuhan pegawai terbadap pemberian 
TPP 

L inventarisasi pegawai sudah dilaksanakan oleh SKPD 
terkait yang hasilnya sudah dikirimkan ke BKD Kota 
Lubuklingga~ memang ada beberapa SKPD yang 
masih terdapat kesalahan dalam laporan inventarisnya 
tetapi secara umum itu tidak menjadi pengbalang 
dikarenakan dari pihak BKD sendiri sudah mempunyai 
database pegawai yang terintegrasi sehim~ga ~!!al 
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I\ 

I 

mencocokkan saja database pegawai yang ada dengan il 
Japoran inventaris D.}Cl !I 

1: 

. udab . l •~--- be a • fi'"·-~. li sepem yang s saya JC aslilua se .unmya \"'en ~~ :1 

data pegawai yang menerima TPP acuan utamanya ![ 

adalah database k:epegawaian yang ada di BKD Kota I' 
Lubuldingga~ jika terdapat perbedaan antara : 
inventarisir SKPD dengan BKD mak:a database . 
pega"Cli BKD yang dijadikan acuan ~ 

I I 
~ 3. 

I 
iya, Sa}Cl mengundang seluruh Camat dan dinas-dinas ~ 
terbit untuk sosialisasi pemberian TPP. Di Ruang 
Rapat Sekda lantai 1 Setda Kota Lubuklinggau pada 
tanggal 1 Juli 2013. dipimpin oleh Pak Sekretaris · 
Daerab sebagai Ketua TID1 TAPD Pemerintah Kota . 
LubuJdinggau,. sosiaJisasi pemberian TPP ini sudah 
dilalrukan pada setiap SKPD, hal ini juga diperkuat 
dengan keterangan sebagiian besar pegawai telah I 
mengetahui program pemberian TPP ini 

li 
ti 
II 
il 

i 
~ 

' 
I 4. sampai sejauh ini efek: diberlalrukannya pemotongan j 

TPP berdasarkan tingkat kebadiran pegawai sudah I 
menunjukaan perkembangan yang positif: dibukiikan j 
meningkatnya persentasi absensi kehadiran pegawai I 
yang diterima oleh pihak inspektorat saat inL Hal ini · 
menunjukkan bahwa program pemberian TPP sudah 
memberikan efek positif terhadap disiptin kebadiran 
p...~wai 

I 
I 

5. system monitoring diberlakukan oleb masing- masing ~ 

kepala SKPD dengan menerapkan sistem absensi 
fmgerprint. setiap awal bulan data absensi fmgerprint 
tersebut direkap dan diserabkan kepihak inspektorat 
untuk ditembuskan ke bapak Walikota 

6. sampai sejaub ini para pegawai menyambut positif 
akan program pemberian TPP ini. bal ini didapatkan 
dari keterangan sebagian besar pegawai yang sangat I 
antusias memperbaiki tingkat kedisiplinan dan 
meningkatka kinerj~ bal mi ditunjukkan salah satunya 1 
meningkatnya kualitas pekerjaan dan pelayanun j 
kepada masyarakat dibuktikan dengan penurunan 
jumlah pegawai yang pulang sebelum jam kelja habis 
atau berakbir 
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II NO . 3 ~ NAMA ~ Kepala Bapedda 
~ It INFOR.u\IIAN !i Dediyansyah., SP. M.Si 

N0.4 

[I DAFT AR 111. Kendala apa saja yang ditemui dalam perencanaan 
i PERT ANY AAN ~ penyusunan Peraturan Walikota .Yang menjadi dasar 
' I' pemberian TPP 

~ 2. Apakah terdapat kesesuaian terbadap system 

DAFfAR 
JAWABAN 

NAMA 
~"FORMAN 

DAFfAR 
PERTANYAAN 

, pembayaran serta system pemotongan TPP 

I. kendala utama yang dihadapi dalam penerapao 
program pemberian TPP ini adalah sinkronisasi data 
pegawai dan ketersediaan anggaran., tetapi hal ini bisa 
diatasi dikarenakan dalam sistem pendataan peg31o\"ai 
sudab menerapkan sistem databse terpusat dan tentang 
ketersediaan anggaran sudah ditelaah dan direncanakan 
secarn matang pada awal tahun anggaran pen}1JSUD3D 
belanja daerah 

2. sampa.i sejanh m1 kami belwn menemukan 
penyimpangan dan kesalahan pemotongan TPP 
berdasarkan kehadiran dan kinerja. Hal ini sudah 
diantisipasi dengan cam sebelum diberlalrukannya 
program TPP ini setiap Kepala sub bagian keuangan 
masing - masing SKPD sudah diberikan pelatihan dan 
pembekalan pemberian TPP ini • selain itu proses 
verifikasi yang berjenjang di DPPKA juga 
meminimalisir kesalahan - kesaJalu:n perbitungan 
pemotongan TPP di tingkat SKPD 

Kepala BPKAD 
Imam Senen, S.Sos, M.Si 

1. Bagaimana system pemberian TPP terbadap Keuangan 
Pemerintah Kota LubuJdinggau 

2. Apakah system pembayaran teiah berjalan sesuai 
prosedur 

3. Apakah sosialisasi laporan rekapitulasi pembayaran 
TPP berdasark:an sy~m absensi pegawai masing-
masing SKPD telah dilaksanakan, 

4. Apakah ada pembinaan telmis kepada bendahara SKPD 
terhadap penghitungn pembayaran TPP 

5. Apasaja k:endala yang dihadapi terbadap k:esesuaian 
system laporan absensi dengan pembayaran 

6. Bagamana system pembayaran yang tepat, apak:ah 
setiap bulan atau pertriwulan pembavaran 
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DAFTAR 
JAWABAN 

anggaran pemberian TPP ini memang pada dasamya , 
cukup besar karena dialokasikan untuk lebih kurang 
4000 pegawai dengan jumlah berbeda tergantung dari 
jabatan dan golongan pegawai tdapi hal ini sudah 
diantisipasi karena kondisi keuangan daerah yang 
mencukupi yang berasal dari dana PAD dan dana bagi 
basil pusat dan provinsi 

2. sistem pembayaran program TPP ini diatur oleh 
kepala SKPD. pihak DPPKA hanya bertanggungjawab 
dalam hal pencairannya saja sedangkan pembayaran 
dan distribusinya kepada pegaw-ai disernhkan kepada 
pihak SPD berdasrkan pada rekpaitulasi perhitungan 
TPP yang diajukan.. 

3. sistem pelaporan pembayaran TPP ini sudah 
disosialisasikan kepada setiap SKPD dalam hal ini 
diwakili oleh kepal SKPD dan sub bagian keuangan 
SKPD yang bertujuan untuk memudahkan penyusunan 
dan pembuatan laporan pemberian TPP 

4. ada, bimbingan tekhnis penghitungan pemberian TPP 
kepada para pegawai langsung dibenlcan oleb tim 
DPPKAD Kota Lubnklinggau didampingi oleh BPK 
dan BPKP Prov Sumatera Selatan 

5. sampai sam ini belum ada kendala yang berarti dalm 
hal penyusunan laporan pemberian TPP, dikarenakan 
setiap SKPD yang mengajukan pencairan dana TPP 
akan langsung terekam secara otomatis didalam sistem 
SIMDA masing - masing SKPD dalm fonn realisasi 
anggaran. 

6. sistem pembayaran sampai .saat ini dilakukan secara 
trrwulan dika.reoakan untuk memudahkan pengawasan ! 
dan penyusunan laporan akhir realisasi anggagran jika I 
dilalrukan secara per bulan dikbawatirkan basil rekap i 
absensi cJan kinelja kurang optimal dikarenakan ada 
beberapa kegiatan yang dilalrukan diakhir bulan sperti 
pembuatan laporan lurah dan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan 
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I NO - 5 NAMA . lnspel1llr 
!' ·"FOR.t\tAN IJibnu Sabil 

I! 

~ f' '\FT AR 
1 I. ~pakah pelaksanaan in~entarisasi pegawai telah 

II r- RTANY AAN I ddaksanakan dengan baik 

I
. jt 2. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang telah 

I dilaksanakan 
i 3. Apak:ah telah terdapat kesesuaian antara system absensi 

terbadap pembayaran TPP 
4. Apa saja kegiatan pembinaan terlJadap operator" 

dimasing-masing SK.PD 
5. Apakah telah terdapat kesesuaian antara pelapornn 

rekapitulasi absensi dengan pembayaran TPP 
6. Apakah telah terdapat kesesuaian antara tingkat disiplin 

kerja dengan pemberian TPP 

r-----------+---~~~--~--------~--~~----~~~ 
D"\FTAR L sudah, Bentuk pengawasan internal dan monitoring 
JAW ABAN pelaksanaan TPP ini pada prinsipnya ada 2 jenis yaitu 

pengawasan pelaksanaan pemberian TPP dan 
Pelaksanaan pencairan TPP. Untuk pelaksanaan 
pemberian TPP merupakan tanggung jawab dari 
masing - masing kepala SKPD melaporbn proses 
pelaksanaan dan pendistribusiannya kepada para 
pegawai untuk diserahkan ke bapak Walikota 
Lubuklinggau melaJui Inspel-rorat,. seJangkan proses 
pencairannya sudah rerekam secara otomatis didalam 
aplikasi SIMDA Keuangan masing - masing SK.PD 
dalam bentuk laporan realisasi angg~ laporan ini 
yang akan diserahkan kepada Bapak Walikota melalui 
DPPKA Kota Lubuklinggau 

2. beni:Uk pengawasan yang dilalmkan . dengan cara 
melakukan sidak dan pemeriksaan secara acak pada 
setiap SK.PD dalam jangka waktu yang dirahasiabn., 
sehingga setiap SKPD tidak mengetahui kapan jadwal 
dan giliran mereka cntuk disidak 

3. sudah, hal ini didapat dari basil sidak yang dilakukan 
pihak inspektorat ke beberapa SKPD <!ibuktikan dengan 
tidak ditemukannya bul-ti --bukti kecurangan absensi 
pada SKPD tersebut 

4. setiap operator absensi dimasing - masing SKPD 
diberikan pelatihan yang diberikan langsung oleb pihak 
BKD dan Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam hal 
penyusunan rekapitulasi absen pegawai dmilayah 
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I 

I I 

SKPD nya masing- masing 
Is. iya, selurub pelaporan yang diterima oleh pihak 
~ Inspel1:orat setelah dicocokkan dengan mesin absensi 
~.. fingerprint sudab sesuai dan tidak ditemukannya · 
~ rekavasa 
'I "' 
i 
· 6. iya, hal ini dibuktikan di bebberapa SKPD ada 

beberapa pegawai yang sama sekaJj tidak mener.ma I 
ll'P dikan:nakan tidal< masuk sama sckali atau pulang 
lebib awal dari waktu seharusnya _ 

N0.6 NAMA KepalaBKD 
H. lkhsan Roni INFORMAN 

DAFf AR I. Apakah pelaksanaan inventarisasi pegawai telah 
PERT ANY AAN dilak.sanakan dengan baik 

2. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang telah 
dilaksana.kan 

3. Apakah telah terdapat kesesuaian antara system absensi 
terbadap pembayaran TPP 

4. Apa saja kegiatan pembinaan terbadap operator 
dimasing-masing SKPD 

5. Apakah telah terdapat kesesuaian 211tara pelaporan 
rekapituJasi abseosi dengan pembayaran TPP 

6. Apakah telah terdapat kesesuaian antara tingkat disiplin 
kerja dengan pemberian TPP 

DAFf AR J. ~ Bentuk pengawasan intemaJ dan monitoring 
JAW ABAN peJaksanaan TPP ini pada prinsipnya ada 2 jenis yaitu 

pengawasan pelaksanaan pemberian TPP dan 
Pelaksanaan pencairan TPP. Uotuk. pelaksanaan 
pemberian TPP merupakan tanggung jawab dari 
masing - masing kepala SKPD melaporkan proses 
pelaksanaan dan pendistribusiannya kepada para 
pegawai untuk c:liserahkan ke bapak WaJikota 
Lubuklinggau melaJui lnspektora~ sedangkan proses 
pencairannya sodah terekam secara otomatis didalam 
aplikasi SIMDA Keuangan masing - masing SKPD 
da1am bentuk laporan realisasi an~ Iapomn ini 
yang akan disernhbn kepada Bapak WaJikota melahai 
DPPKA Kota Lubuklinggau 

2. bentu.k pengawasan yang dilakukan dengan cara 
melakukan sidak dan pemeriksaan secara aca.k pada 
setiap SKPD dalam jangka waktu yang dirahasiakan. 
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N0.7 NAMA 
IN FORMAN 

DAFTAR 
PERTANYAAN 

~ sehingga setiap SKPD tidak mengetahni kapan jadwal ~ 
~ dan giliran mereka untuk disidak 1, 

1! 3. sudah, hal ini didapat dari basil sidak yang dilakukan ~ 
~ pihak inspektorat ke beberapa SKPD dibukti"kan dengan 
~ tidak ditemukannya bukti -bukti kecurangan absensi 
~ pada SKPD tersebut 

~ 
jl 4. setiap operator absensi dimasing - masing SKPD 

diberikan pelatiban yang diberikan langsung oleh pihak 
BKD dan lnspektorat Kota Lubuklin&:,oau dalam hal 
penyusunan rekapitulasi absen pegawai diwilayah 
SKPD nya masing- masing 

5. iya, seluruh pelaporan yang diterima oleh pihak 
Inspektorat setelah dicocokkan dengan mesin absensi 
fingerprint sudah sesuai dan tidak ditemukannya 
rekayasa 

16. iya, hal ini dibuk6kan di bebberapa SKPD ada 
beberapa pegawai yang sama sekali tidak menerima 
TPP dikarenakan tidak masuk sama sekali atau pulang 
lebih awal dari waktu seharusnya 

Sekretaris Camat 
Taslim Muda, S.Sos 

I. Apakah tahapan sosialisasi Peraturan Walikota telab 
dilaksanakan kepada selurub keluraban dalam wilayab 
Kecamatan Lubuklinggau Timor I 

2. Bagaimana kead3aan jumlah pegawai yang menerima 
TPP berdasarkan pangkat dan golongan 

3. Apakah semua pegawai mentaati jam masuk dan 
pulang kerja 

4. ~ relevansi antala laporan absensi 
pegawai kelwahan yang masuk di kecamatan terhadap 
pembayaran TPP 

5. Apakah sar.ma dan prasarana penunjang system absensi 
telab terpenuhi 

6. Pembinaan apasaja yang diben"kan terbadap operator 
absensi 

7. Apakab bendaharawan kecamatan telab menghitung 
pembayaran TPP dengan baik 

8. Apabb proses pencairan dana TPP telab beJjalan 
sesuai prosedur 

9. Apakah setelah diberikan TPP selurub pegawai dapat 
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DAFfAR 
JAWABAN 

~ memenuhi serta melaksanakan tugaso pokok dan fungsi : 

I 
sesuai dengan program dan kegiatan SKPD dengan 
baik 

~ IO.Bagaimanakah terhadap pemberian pelayanan terhadap ~ 
~ masyarakat ~ 

ll.Apakah dengan pemberian TPP kesejahteraan pegawai 
meningkat 

12.Kendala apa saja yang dibadapi terlrnit dengan 
pemberian TPP 

I. sudah, sosia.Iisasi sudah dilalrukan di aula kecamatan 
Lubuldinggau timur I dihadiri oleh seluruh Lurah 
diwilayah k.ecamatan Lubuklinggau Timur I 

2. Jumlah pegawai yang menerima TPP di wilayah 
kecamatan Lubuklinggu Timur I beljumlah 82 orang 
terdiri dari goJongan D sebanyak 15 orang. golongan Ill 
sebanyak. 65 orang dan goJongan IV sebanyak. 2 oomg 

3. sampai saat ini seluruh pega"'"a.i mentaati jam urnsuk. 
yaitu mulai puk.ul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 
WJB pada hari senin sld kamis dan pukul 08.00 sld 
pukull7.00 WIB pada harijumat 

4. sampai saat i:J.i Iapor.m yang masuk pada sub bagian 
keuangan kecamatan Lubuklinggau Ttm.ur I dengan 
jumlah pembayaran TPP tidak. ada perubahan dan 
sangat relevao, hal ini dikarenak.an setiap Iaporan yang 
masuk ke sub bagian keuangan merupakan laporan 
yang disusun olen pihak. k.elurahan yang k.emudian 
dicocokan dengan absensi pada mesin finget pc int di 
kecamatan 

5. sampai saat ini sistem absensi ftngerprint telah 
terkoneksi di k.ecamatan sehingga setiap kelurahan 
dalam membuat laporan absen~i kebadiran berpatokan 
pada data absensi fingerprint kecamatan 

6. pembinaan yang dilakukan berupa pelatihan dan 
pemberian insentif tambahan bagi operator absensi 
kecamatan sebingga operator kecamatan dapat 
melak.sanakan togas dengan sebaik baik.nya 

7. iya. bendabara kecamatan teJah melalmkao 
penghitungan pemberian TPP berdasarkan absensi 
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N0.8 NAMA 
INFORMAN 

DAFTAR 
PERTANYAAN 

kebadira:n melalui lapora:n kehadira:n dan absensi ~ 
den~ didampingi k.asubag keuangan k.ecamatan i 

~ 

sudah. proses pencaira:n dana TPP dilakukan 
berdasarbn mekanisme yang sudah ditetapk.an oleh 
pibak DPPKA Kota Lubuklinggau. 

belum sepenuhnya,. tetapi sebagian besar sudab mulai 
memJIUukan perbaikan kinCJja dibuktikan dengan 
semakin tingginya J}efSCDtase kebadira:n knalitas 
pekerjaan yang semakin baik. 

~ ,, 

I 0. pelayanan sudah semakin baik hal ini dibuktik.an sudah 
semakin jarangnya pegaw'ai kelurahan maupun 
kecamatan yang pulang sebelum waktunya sehingga 
kualitas pelayanan k:epada masyarnkat dapat lebih 
optimal 

11. berbicara tentang peningkatan kesejahternan itu relatif 

1 
tetapi secara pribadi saya merasa cul'llp signifikan 
dampak peningkatan kesejahteraan akibat dari program 
pemberin TPP ini dan saya rasa ito tidak jauh berbeda 
dengan pendapat pegawai yang lain 

12. sampai saat ini belum ditemui kenmla yang berarti 
karena mekanisme pemberian TPP ini kita lakukan 

~~ pemmjuk dan mekanisme yang telah I 

Lurah Air Kuti 
Nadirsyah 

L Apakah tahapan soswisasi Peraturan Walikota telah 
dilaksanakan kepada seluruh kelwahan dalam \\ilayah 
Kecamatan Lubuldinggau Timur 1 

2. Bagaimana keadaaan jumlah pegawai yang menerima 
TPP berdasaitan pangkat dan golongan 

3. Apakah seuma pegawai mentaatijam masuk dan 
pulang kerja 

4. Bagaimanakah relevansi antara lapora."l absensi 
pegawai kelurahan yang masuk di kecamatan terbadap 
pembayara:n TPP 

5. ft. nalrah sarana dan ~unlan~ absensi 
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DAFfAR 
JAWABAN 

I telah terpenuhi 

~ 6. Pembinaan apasaja }cmg diberikan terbadap opernto£ 

1 absensi 17. Apakah bendaharawan kecamatan telah menghitung 
pembayaran TPP dengan baik 

8. Apakah proses pencairan dana TPP telah beljalan 
sesuai prosedur 

9 _ Apakab setelah diberikan TPP seluruh pegawai dapat 
memenuhi serta melaksanakan tugaso pokok dan fungsi 
sesuai dengan program dan kegiatan SKPD dengan 
baik 

I O.Bagaimanakah terbadap pemberian pelayanan terbadap 
masyarakat 

II.Apakah dengan pemberian TPP kesejahteraan pegawai 
meningkat 

12.Kendala apa saja yang dihadapi terkait dengan 
pemberian TPP 

I. sudah, Sosialisasi tingkat kota diadakan di ruang 
~idang sekda lantai 2 setda Kota LubukJinggau. Kalau 
sosialisasi di kecamatan, dilaksanakan di aula kantor 
kecamatan masing- masing 

2. Jumlah pegawai yang menerima TPP di wilayab 
kecamatan Lubuklinggu Timur I berjumlah 82 orang 
terdiri dari golongan n sebanyak 15 orang. golongan 111 
sebanyak 65 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang 

3. sampai saat ini seluruh pegawai mentaati jam masuk 
yaitu mulai pukul 07 30 sampai dengan pul..-ul 16.00 
wm pada bari senin sld kamis dan pukul 08.00 sfd 
pulwll7.00 WlB pada harijumat 

4. sampai saat ini laporan yang masuk pada sub bagian 
keuangan kecamatan Lubuklinggau Tunur I den~ 
jumlah pembayaran TPP tidak ada perubaban dan 
sangat relevan, hal ini dikarenakan setiap laporan yang 
masuk ke sub bagian keuangan merupakan Japoran 
yang disusun oleb pibak kelurahan yang kemudian 
dicocokan dengan absensi pada mesin fingerprint di 
kecamatan 

5. sampai saat m1 sistem absensi fingerprint telah 
telkoneksi di kecamatan sehingga setiap kelurahan 
dalam membuat laporan absensi kehadiran berpratokan 
pada data absensi :fm~IIJliut kecamatan 
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I ~ 
6. pembinaan yang dilakukan berupa pelatihan dan~ 

pemberian insentif tambahan bagi operator absensi ~ 
kecamatan sebingga operator k:ecamatan dapat 1 

melaksanakan tugas dengan sebaik: bailrnya 

. 7. iya, bendahara kecamatan telah melal'Uk:an 
I 

penghitungan pemberian TPP berdasarkan absensi 
kehadiran melalui Japoran kehadiran dan absensi 
dengan didampingi kasubag keuangan kecamatan 

8. sudah. proses pencairan dana TPP dilakukan 
berda.sartan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh 
pihak DPPKA Kota Lobuldinggau.. 

9. belum sepenuhnya, tetapi sebagian besar sudah mulai 
menunjukan perbaikan kinerja dibuktikan dengan 
semakin tingginya persentase kehadiran kualitas 
pek:eJjaan yang semalrin baik 

I 0. pelayanan sudab semakin baik hal ini dibuktikan sudah 
semakin jarangnya pegawai kelurahan maupun 
kecamatan yang pulang sebelum waktunya sehingga 
kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat lebih 
optimal 

11. berbicara tentang peningkatan kesejahteraan itu relatif 
tetapi secara pribadi saya merasa cukup signifikan 
dampak peningkatan kesejahteraan akibat dari program 
pemberin TPP ini dan saya rasa ito tidak jauh berbeda 
dengan pendapat pegawai yang lain 

12. sampai saat ini belum ditemui kendala yang berarti 
karena mekanisme pemberian TPP ini kita lalrukan 
berda.sartan pertunjuk dan mekanisme yang telah 
ditetapkan 

151 

16/41823.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



" NO.9 1/ NAMA 
il INFOR.c'iAN 
i\ 
I 

!I Pe2a\\ai kdurahan 
I~ Pratam~ Pu""and" s K ,! a !JI Ita. _ om 

I! 

: DAFT AR i! I. Apakab saudara mendapatkan dana TPP tersebut 
! PERT ANY AAN ~ 2. Apakah menurut saudara TPP tersebut bennanfuat 
! ~ dalam meningkatkan kesejahteraan 
jl ~ 3. Menu rut saudara apakah besaran TPP tersebut cul..-up 

I I 
. DAFTAR 

I JAWABAN 
l. ya.., saya mendapatkan dana TPP tersebut tetapi 

, jumlahnya bervariasi tergantung dari tingkat kebadiran · 
dan penilaian kinerja kita sehari - hari 

sangat benna.nfaat dengan adanya progrnm TPP ini 
saya sangat berterima kasih kepada Bapak Walikota 
Lubuklinggau yang telah memberikan program TPP ini 

3. kalau berbicara cukup atau tidak saya rasa itu relatit: 
tapi secara pribadi nominal pemberian TPP ini lebih 
dari cul..-up karena besaran nominal pemberian TPP ini · 
bergantung pada kemampuan keuangan daerah juga., 
tapi tentu saya akan merasa lebib senang lagi jika ada 
peningkatan TPP pada tahun - tahun mendatang 
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WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 

NOMOR 50 TAHUN 2013 

'fENTANG . .-

TAMBAHAN PENGHASII..AJ.~ PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI 
NEGERI SlPIL DIUNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

f 

Menimbang: 

Mengingat· 

a. 

b. 

c. 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan motivasi 
kerja serta disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai . 
Negeri Sjpi1 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau maka , 
pertu diberikan Tambalum Penghasilan Pegawai (TPP} yang 
besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan ; 
daerah· 

bahwa • berdasarkan Peraturan Menteri oark Negeri ' 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan · 
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali ' 
diubah, rerakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat: 
memberikan tambahan pengbasilan kepada Pegawai : 
Negerl Sipil dalam nmgka <peningkata:n ke&e1ah1:eraan 
pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dmgan , 
menyesuaikan kemampuan keuangan daerah; · 

bahwa be!"dasarlcan pertimbangan sebagaimana dimaksud · 
pada huruf a dan huruf b, , perlu menetapkan Peraturan : 
Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan : 
Pegawai kepada Pegawai Negeri Si\)il dan Calon ~wai '. 
Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Lubuklinggau; · 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara · 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87,· Tambahan 
Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4114\; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan i 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 · 
Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik · 
Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Nega.ra Repuhlik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana • 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undan~Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanE 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub · 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lem 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

5. Undang-Undang Nomor 12 'l'ahun 2011 tentang • 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran • 
Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang : 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik ' 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lemba.ran ! 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeritah, ' 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerir1taban Daerah : 
KabupatenfKota (Lembaran Negara R..epublik lndone · 
Talmo 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara : 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 'l'ahun ~ 
tentang Ped.oman Pengelolaan Keuangan Daeral 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir deng 
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 21 'fahun 201 
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri D 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

9~ Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Poko 
pokok Pengelolaan dan Per+..anggungjawaban Keuan 
Daerah \Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau iahun 2 
Nomor 6 Seri A); 

10. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 52 Tahun 201 
Tentang Hari Keija di Lingk-unga.._"l Pemezintah Ko 
Lubuklinggau. 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WAUKOTA TENTANG PEMBERIA..lll TA.,'dBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) KEPADA PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DAN CAWN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINT/lli KOTA LUBUKLINGQAU. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

!. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Daerah ada Ia h daerah Kota Lubuklinggau. 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau sebag,<>J·LU..,uu:~J 
dim.aksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 ten tang Pembentukan 
Kota Lubuklinggau. 

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota 
Lubuklinggau. 

Dewan Perwakilan Raky-at Daei: ... h yang sela..'ijutnya disingkat DPRD adal 
lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Lubuklinggau sebagai unsur· 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

Wakll Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Walilrota adalah W 
Walikota Lubuklinggau 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota. Lubuklinggau. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Da.erah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau. 

Satuan Kelja Pera.'lgkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD : 
adalah Satuan Ketja Perangkat Daerah Kota Lubuk:linggau. 

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah yang 
selanjutnya dis!ngkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan. 
belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang digunakan 

'..,__/ sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Penggnna Anggaran. 

10. Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PNS Sipil adalah Pegawai Negeri 
Sipil pada Pemerintah Daerab Kota. Lubuklingga!l 

11. CaJon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CaJon 
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Lubuklinggau. 

12. Pejabat Struktural adalah Pejabat yang secara tegas ada dalam struktur 
organisa.si di lingkungan Pemerintah Kota Lubulilinggau; 

13. KineJja adalah keluaran/hasil dari kegiatanjprogram yang akan atau telah ; 
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
Jrualitas yang terukur; 

14. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan 
kepada PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau oleh . 
Pemerintah Kota. Lubuklinggau diluar gaji dan tunjangan dalam rangka . 
meningkatkan keeejahteraan umum pegawai berdasarkan peratumn · 
perundang-undangan. 

~I 
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Pasal2 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk: 
a. menmgkatkan kinerja PNS dan CPNS; 
b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 
c. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS; dan 
d. meningkatkan disiplin ketia PNS dan CPNS. 

BAB II 
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( 

Pasal3 

( 1) Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai dapat d.iberikan berdasarkan ' 
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan 
daerah. 

{2) Tambahan. Penghasilan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1\ diberikan 
dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan: 
a. tambahan penghasilWl pegawai berdasarkan beban ketja; 
b. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat bertugas;., 

·-...../ c. tambahan penghasilan pegawai berdasarka.n kondisi kezja;v 
d. tambahWl penghasilWl pegawai berdasarkan kelangkaan profesi; 
e. tambahWl penghasilan pegawai berdasarkWl prestasi keija; ,, 
f. tambahan pengb.a.silan pef,S.wai berdasarkan pertimban~ obje 

lainnya. 
(' 

Pasal4 , 

(1) TambahWl Penghasilan Pegawai berdasarkan beban ketja adalah tambahan 
penghasilan yang d.iberikan kepada PNS yru1g dibebani pekeijaan untuk : 
menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui be ban kerja normal. 

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas adalah . 
tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada eli daerah yang memiliki tingkat kesulitan 
tinggi dan claerah terpencil. 

(3) Tambahan PenghasilWl Pegawai berdasarkan kondisi keija adalah tambahan 
penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan 
tugasnya berada pada lingkungWl keija y~"lg memiliki resiko tinggi. 

(4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan keUU1gkaan profesi adalah; 
tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang da1am mengemban ' 
tugas memiliki keterampilan khusus dan langk:a; 

(5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi keJja adalab ': 
tambahan penghasilan yang d.iberikan kepada PNS yang memiliki prestasi i 
ketja yang tinggi dan/ atau inovasi. · 

(6) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya; 
adalah tambahan penghasilan yang d.iberikan kepada PNS Wilam rangka ; 
peningkatan kesejahteraan umum pegawai. 
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BAB Ill 
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAW AI 

Pasa15 

Bagian Kesatu 
Kritcria. Umum 

(1) Tambahan Pengbasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan dalam 
hal: 
a. volume pekezjaan yang tinggi dan harus dilaksanakan diluar jam kerja 

normal danfatau hari libur, dan; 
b. pekerjaan yang menuntut kecepatan dan ketelitian yang tinggi serta 

koordina.si intensif dengan SKPD terka.it. 

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas diberikan 
dalam hal tempat bertugas berada pada daerah yang terpencil yangsulit 
dijangl<au atau keterbatasan sarana transportasisebagaimana ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan. 

(3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan da1am 
hal tempat bertugas berada pada daerah lingkungan keija yang memiliki 
resiko tinggi. 

(4} Tambahan Pengbasilan ~wai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan 
da1am hal: 
a. PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan 

langka; 
b. Keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksudpada huruf a, 

tidak diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Tambahan Palghasilgn Pegawai berdasar~ prestasi kerja diberikan dalam · 
hal PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja. 

{6) Tambahan Penghasilan Pegawai 
objektif lainnya diberikan untuk 
umum pegawai, dalam rangka : 

benlasarkan 
peningkatan 

a. Penunjang kesejahteraan pelaksaruum tugas; 
b. Penunjang Peningka.tan disiplin pegawai. 

Pasal6 

Bagian Kedua 
Kriteria Khusus 

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberi.kan kepada: 

pertimbangan 
kesejahteraan 

a. Seluruh PNS dan CPNS yang bekeija di lingkungan Pemerintah K.:>ta 
Lubuklinggau kecuali PNS yang telah mendapatkan Tunjangen Profesi 
Guru dan PNS/CPNS pada SKPD yang mendapat Tambahan Pengbasilim 
Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan · 
Profesi, dan Prestasi Kezja; 

b. PNS dan CPNS yang diperbantukan/dipekerjakan di luar Pemerintah Kota 
Lubuklinggau yang penetapannya berdasarkan Keputusan Walikota; 

c. PNS Pusat/Provinsi yang diperbantukan/ dipeketjakan di lingkungan 
Pemerintah Kota Lubuklinggau yang penempatannya berdasarb ' 
Kcputusan Wallirot:a. .Pe • N · s· ·1 c gawal egen lpl c:J, .. 
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(2) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada PNS dan CPNS dalam 
hal: 
a. melaksanakan cuti; 
b. menjadi pegawai titipan di luar Pemerintah Kota Lubuklinggau; 
c. merupakan pegawai titipan dari pemerintah daerah lainnya; 
d. sedang melaksanakan tugas belajar. 

{3) Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 maka kepada PNS dan CPNS tidak diperkenankan 
diberikan uang Iembur dan uang makan. 

(4) Tambahan Penghasilan Pegawai belum diberikan kepada PNS Mutasi antar 
daerah sampai dianggarkan pada APBD. 

(5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kriteria Beban Ke:rja, Tempat 
Bertugas, Kondisi Ke:rja, Kelangkaan Profesi, dan Prestasi Ke:rja, dapat 
diberikan kepada SKPD yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud 
Pada Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan W alikota. 

BABIV / 
PEMBEBANAN ANGGARAN / 

Pasal 7 

Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada APBD Pemerintah Kota 
Lubuklinggau pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing · 
SKPD. 

BAB V i . 

PEMBAYARAN ( 

Pasal8 

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan selama 12 {dua belas) bulan setiap 
tahunnya. i 

(2) Perhitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dan CPNS 
ditetapkan dengan Keputusan W alikota. 1 

(3) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setelah berakhimya bulan 
be:rjalan dengan memperharikan ~t disiplin pegawai; , 

(4) Percepatan pembayaran penghasilan dapat di1akukan pada waktu tertentu 
yaitu bulan Desember tahun anggaran beijalan. __ 

(5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di1akukAn dengan mekanisme 
pembayaran Langsung (LS). / 

(6) CPNS diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 80% (delapan puluh 
persen) dari besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan 
golongan dan ruang. . 

/ 
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BABVI / 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa19 / 

Peraturan ;:-; mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap ·~.rang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan pe1 .. _ ~ ?Qtannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau. 

Ditetapkan di Lubuk:linggau 
Pada tangal 2 O€s€M~ 2013 

rAUKCITA L UKIJNGGA\)~ 

~ H.SN. 

Diundangk .'1 di Lubuk:linggau 
pada tangg ·-l 2 ~seQ 2013 

SEKRETAEIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

Ir. H. PARIC'AN, MM 
Pembina Ut .. •ma Madya 
NIP. 19561017 198603 I 002 

BERITA DAi::RAH KGrA WBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOM OR .. 5£. 

I 
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WALIKOTA LUBUKLINGGAU 

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR l ;1.. KPTS/DPPKA/ 2014 

TENTANG 

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIP.IL DILINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 
TAHUN ANGARAN 2014 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2)) Peraturan Walikota 
Lubuklinggau Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pen:erintah Kota Lubuklinggau,; · 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang 
Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 
Lubuklinggau Tahun Anggaran 2014; 

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4114); 

~ 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Ne.gara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); ' 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

l 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeritah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 68 Tahun 1995 
Tentang Hari Keija Di Lingkungan Lembaga Pemerintah; dan 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

• 
9. Paraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 50 Tahun 2013 

Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 
Lubuklinggau. 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON 
PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH K01'A 
LUBUKLINGGAU TAHUN ANGGARAN 2014. 

Memberikan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 
2014 diberikan tunja.Tlgan tambahan penghaeilan berdasarkan 
pertimbangan objektiftainnya. 

Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon 
Pegawai Negeri Sipil di Lir1gkungan Pemerintah Kota 
Lubu klinggau terhitung rnulai bulan Januari 2014 sesuai dengan 
tingkat Golongan dan Eselon sebagai berikut: 
a. CPNS: 

Golongan I 
Golongan II 
Golongan III 

b. PNS Non Eselon 
Golongan I 
Golongan II 
Golongah III 
Golongan IV 

c. PNS Struktural 
Eselon V 
Eselon IV.B 
Eselon IV.A 
Eselon III.B 
Eselon liLA 
Eselon II.B 

: Rp. 
: Rp. 
: Rp. 

600.000,- (80% x Rp. 750.000,-) 
680.000,- (80% X Rp. 850.000,-) 
800.000,- (80% X Rp.l.OOO.OOO,-) 

: Rp. 750.000,­
: Rp. 850.000,­
: Rp. 1.000.000,­
: Rp. 1.200.000,-

: Rp. 1.100.000,­
: Rp. 1.200.000,­
: Rp. 1.400.000,­
: Rp. 2.000.000,­
: Rp. 2.400.000,­
: Rp. 3.500.000,-
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KETIGA 

KEEMPAT 

KEUMA 

KEEN AM 

KETUJUH 

Penerimaan besaran Tambaban Pengbasilan Pegawai 
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibayarkan 
sesuai dengan perhitungan tingkat disiplin kerja sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Atasan langsung bertanggung jawab dalam perhitungan 
penerimaan besaran tambahan penghasilan pegaw&i s~suai 
dengan diktum KETIGA. 

Sega.la biaya yang tin:lbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapa.tan dan 
Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perartgkat Daerah {DPA-SKPD) 
masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota. 
Lubuklinggau. 

Kekurangan alokasi Tambahan Penghasilan Pega.wai dalarn 
APBD Kota Lubtiklinggau Tahun Anggara.n 2014 pada masing­
masing SKPD akan dialokasikan dalam. Peru.bahan APBD Kota 
Lubuklinggau Tahun Anggaran 2014. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diteta.pkan dengan 
ketentuan bahwa segala se~uatunya akan diubah dan 
diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata. terdapat 
kekelirua.n dalam Keputusan ini. 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 2 JANUARl 2014 

/~·=-:- ... 

wAUi{QTAL 
/: . v..---.. ./ 
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1 
2 
3 
4 
5 

LAMP"iRAN I 
KEPVTUSAN WALlKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR 9~ KPTS/DPPKA/2014 
TENTANG 
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
LUBUKLINGGAU TAHUN ANGARAN 2014 

TABEL PENGURANGAN NILAI DISIPLIN PEGAWAI (NDP) 
01 LINGKUNGAN PEMERlNTAH KOTA LUBUKLINGGAU 

• NILAI KOMPONEN 
PENGURANGAN 

1 HARI 
Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan 4% 
Tidak Mengikuti Apel Pagi 1% v 
Izin sakit tanpa keterangan dari Dokter 1 ,5°/o 
lzin tidak masuk ke::ja urusan Keluarga/Pribadi 1,5o/o 
Tidak Apel sore 1% . 

W~IKOTAL 

c::;zt:==::=-.. 

·-
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LAMPIRA'N II 
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR [}.¢. KPTS/DPPKA/2014 
TENTANG 
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 
TAHUN ANGARAN 2014 

PENILAIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI YANG DITERIMA 

A. DISIPLIN PEGA WAI 

Nilai Disiplin Pegawai (NDP) adalah 
pengurangan sebagaimana lampiran I. 

NDP = 100%- I. Pengurangan 
B. PEMBAYARAN 

100% dikurang jumlah total 

• 

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPPJ dibayarkan dengan perhitungan Nilai 
Disiplin Pegawai (NDP} dikalikan dengan besaran tambahan penghasilar: 
pegawai sesuai golongan dan eselon. 

TPP = NDP X TPP Maksimum 

Contoh Perhitungan : 
Data dari Absensi 
Pegawai Kecamatan Esselon IVA 
lzin sakit tanpa keterangan Dokter : 1 hari 
Tidak ape! pagi : 2 hari 
Tidak masuk Tanpa Keterangan 
Izin urusan keluarga 

Penilaian Disiplin Pegawai 
Pengurangan Disiplin Pegawai 

: 1 hari 
: 3 hari 

Izin sakit tanpa keterangan Dokter : 1 hari x 1,5% 
Tidak a pel pagi ' : 2 hari x 1% 

Tidak masuk Tanpa Keterangan 
Izin urusan keluarga 

: 1 hari x 4% 

: 3 hari x 1,5% 

1,5% 
= 2°/o 

4% 
= 4,5% 

Jumlah Pengurangan Disiplin Pegowai = 1 ,5% + 2% + 4% + 4,5% 
=12% 

Nilai Disiplin Pegawai (NDP) 
NDP oc 100% - I Pengurangan 

= 100% - 12% 
= 88% 

TPP yang di terima 
TPP = 88% x Rp. 1.400.000,-

= Rp. 1.232.000,- (Belum dikurangi PPh 21) 
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